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ABSTRAK 

Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya 

Produksi Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah 

Birong Ulu 

 

 

Jamilah Agustina 

Program Studi Akuntansi 

Email: jamilahagustina1408@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban serta perannya dalam pengendalian biaya produksi pada PT. 

Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu. Penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan ditunjukkan melalui adanya 

struktur organisasi yang jelas, penyusunan anggaran, penggolongan biaya, sistem 

pencatatan biaya, serta pelaporan pertanggungjawaban sebagai dasar dalam 

pengendalian biaya produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang dianalisis berupa data anggaran 

dan realisasi biaya produksi perusahaan untuk melihat besarnya anggaran biaya 

produksi yang tidak terserap serta menggambarkan kondisi pengendalian biaya 

produksi yang diterapkan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. 

Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu telah 

menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yang tercermin dari pembagian tugas 

dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, penyusunan anggaran biaya 

produksi, penggolongan biaya, sistem pencatatan biaya produksi, serta penyusunan 

laporan biaya secara periodik. Berdasarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasi biaya produksi masih terdapat anggaran yang tidak terserap pada beberapa 

periode. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi pertanggungjawaban telah 

berperan dalam mendukung pengendalian biaya produksi melalui proses 

perencanaan, pencatatan, dan pelaporan biaya dalam perusahaan. 

 

Kata kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Pengendalian Biaya Produksi, 

Anggaran Biaya Produksi. 
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ABSTRACK 

 

Responsibility Accounting Analysis as a Production Cost Control Tool at PT. 

Perkebunan Nusantara IV Regional II Bah Birong Ulu Plantation Unit 

 

Jamilah Agustina  

Accounting study program 

Email: jamilahagustina1408@gmail.com  

 

This study aims to analyze the implementation of responsibility accounting and its 

role in controlling production costs at PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II 

Bah Birong Ulu Plantation Unit. The implementation of responsibility accounting 

in the company is reflected in the existence of a clear organizational structure, 

budget preparation, cost classification, cost recording systems, and responsibility 

reporting as a basis for controlling production costs. The research method used is 

a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were 

carried out through interviews and documentation. The data analyzed consisted of 

the company’s production cost budget and the realization of production costs in 

order to identify the amount of unabsorbed production cost budget and to describe 

the condition of production cost control implemented by the company. The results 

of the study indicate that PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Bah Birong Ulu 

Plantation Unit has implemented responsibility accounting, which is reflected in 

the clear division of duties and responsibilities within the organizational structure, 

the preparation of production cost budgets, cost classification, production cost 

recording systems, and the preparation of periodic cost reports. Based on the 

comparison between the budget and the realization of production costs, there are 

still production cost budgets that were not fully absorbed in several periods. 

Overall, the implementation of responsibility accounting has supported the control 

of production costs through systematic planning, recording, and reporting of costs 

within the company. 

 

Keywords: Responsibility Accounting, Production Cost Control, Production Cost 

Budget. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk 

menilai dan mengendalikan kinerja setiap bagian dalam suatu organisasi 

berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing unit kerja. 

Dalam sistem ini, organisasi dibagi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban, 

seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntansi yang dipakai manajemen untuk 

menilai kerjanya, manajemen perlu melaksanakan suatu fungsi yang disebut dengan 

pengendalian (Hafsah, H & Hanum, 2023). Penulis menyimpulkan setiap pusat 

memiliki pimpinan yang bertanggung jawab atas aktivitas dan hasil kinerja di 

bagiannya.  

Menurut (Mulyadi, 2018), akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem 

akuntansi yang menyajikan informasi biaya dan pendapatan berdasarkan pusat-

pusat pertanggungjawaban. Penerapan sistem ini bertujuan untuk membantu 

manajemen dalam mengendalikan biaya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi biaya yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja. Agar 

akuntansi pertanggungjawaban dapat berfungsi secara efektif sebagai struktur 

organisasi, diperlukan adanya penyusunan anggaran, pemisahan biaya yang dapat 

dan tidak dapat dikendalikan, sistem akuntansi biaya serta penyusunan laporan 

pertanggungjawaban. 

(Supriyono, 2018) Pengendalian biaya adalah proses pengawasan terhadap 

biaya yang terjadi dengan cara membandingkan antara biaya yang direncanakan 
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dan biaya yang direalisasikan, serta mengambil tindakan yang diperlukan agar 

biaya tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Penulis menyimpulkan pengendalian 

biaya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran yang dilakukan tetap 

sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya 

pengendalian biaya yang baik, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya secara 

lebih efisien serta menghindari pemborosan yang tidak perlu. 

Menurut (Sembiring M, 2024) Pengendalian digunakan untuk menjamin 

pencapaian tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, kebijakan-kebijakan dan standar-

standar secara efisiensi seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan. Penulis 

menyimpulkan pengendalian biaya produksi merupakan salah satu aspek penting 

dalam kegiatan operasional perusahaan, karena biaya produksi berpengaruh 

langsung terhadap efisiensi dan pencapaian laba perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan memerlukan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan tidak hanya 

sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. 

Salah satu sistem yang digunakan dalam pengelolaan biaya adalah akuntansi 

pertanggungjawaban. 

Perusahaan perkebunan merupakan salah satu sektor strategis dalam 

perekonomian Indonesia, yang berkontribusi terhadap penyediaan bahan baku 

industri, lapangan kerja, dan devisa negara. PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN 

IV) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan memiliki 

peran penting dalam mengelola lahan perkebunan untuk produksi komoditas seperti 

kelapa sawit, karet, dan teh. Salah satu unit operasional PTPN IV Regional II adalah 

Unit Kebun Bah Birong Ulu, yang berfokus pada pengelolaan kebun kelapa sawit 

dengan skala produksi yang signifikan. 
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PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam 

proses produksinya, unit kebun ini melibatkan berbagai pusat pertanggungjawaban 

yang masing-masing mengelola sejumlah biaya. Untuk memastikan setiap biaya 

dikeluarkan secara efisien dan sesuai dengan rencana, manajemen memerlukan 

suatu sistem akuntansi yang dapat mengukur kinerja setiap manajer atas biaya yang 

menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan observasi awal pada laporan biaya produksi tahun 2020 hingga 

2024, fenomena utama yang ditemukan adalah pada penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban, anggaran seharusnya berfungsi sebagai tolok ukur kinerja 

bagi pusat pertanggungjawaban untuk mengendalikan biaya produksi. Namun, 

berdasarkan laporan biaya produksi di unit kebun Bah Birong Ulu periode 2020-

2024, ditemukan fenomena di mana anggaran belum sepenuhnya terserap dengan 

baik untuk menjalankan fungsi pengendalian tersebut. Dari sisi penyusunan 

anggaran, perusahaan telah menyusun RKAP biaya produksi setiap tahun. Namun, 

besarnya anggaran biaya produksi yang tidak terserap menunjukkan bahwa 

anggaran yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi operasional 

perusahaan.  

Berdasarkan masalah diatas, berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi 

biaya produksi di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birung 

Ulu adalah sebagai berikut :  
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Tabel 1.1  

Tahun 2020,2021,2022,2023,2024 

Tahun RKAP 

 

Realisasi Selisish Anggaran 

dan Realisasi 

Persentase 

Selisih 

Penyerapan 

Persentase 

Penyerapan 

Anggaran  

2020 Rp. 52.470.733.000 Rp. 52.121.708.052 Rp. 349.024.948 0,67% 99,33% 

2021 Rp. 55.686.083.000 Rp. 49.634.302.245 Rp. 6.051.780.245 10,87% 89,13% 

2022 Rp. 70.502.414.000 Rp. 64.490.285.713 Rp. 6.012.128.287 8,53% 91,47% 

2023 Rp. 78.352.600.000 Rp. 65.788.099.253 Rp. 12.564.500.747 16,04% 83,96% 

2024 Rp. 76.588.739.000 Rp. 59.839.047.471 Rp. 16.749.691.529 21,87% 78,13% 

 

Berdasarkan data Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan 

realisasi biaya produksi selama periode tahun 2020–2024, diketahui bahwa 

penyerapan anggaran tidak maksimal karena selisih lebih kecil dari 100%. Pada 

tahun 2020, anggaran biaya produksi yang tidak terserap sebesar 0,67%. Namun, 

pada tahun-tahun berikutnya anggaran biaya produksi yang tidak terserap 

mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 10,87%, pada tahun 2022 

sebesar 8,53%, pada tahun 2023 sebesar 16,04%, dan pada tahun 2024 yaitu 

21,87%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya anggaran biaya produksi yang tidak 

terserap dengan persentase yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara anggaran dan 

realisasi biaya produksi pada setiap tahun pengamatan, dengan nilai selisih yang 

cenderung meningkat pada periode 2023 dan 2024. Apabila ditinjau dari 

strukturnya, biaya langsung merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi, 

yang mencakup biaya pemupukan, biaya panen, dan biaya pengangkutan ke pabrik. 

Pada beberapa tahun, komponen tersebut menunjukkan realisasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mempengaruhi 

jumlah biaya produksi secara keseluruhan. Di sisi lain, biaya tidak langsung seperti 

biaya pemeliharaan, gaji dan tunjangan tenaga kerja tidak langsung, serta biaya 
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operasional pendukung lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap total biaya produksi. Kenaikan pada beberapa komponen biaya tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan produksi melibatkan berbagai pusat 

pertanggungjawaban yang memiliki peran penting dalam pengendalian biaya. 

Fenomena anggaran biaya produksi yang tidak terserap merupakan salah 

satu bentuk selisih anggaran yang bersifat menguntungkan. (Mulyadi, 2016) 

menyatakan bahwa anggaran yang tidak terserap dapat mengindikasikan bahwa 

anggaran disusun tanpa mempertimbangkan kondisi operasional yang 

sesungguhnya, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya 

menghasilkan anggaran yang akurat dan realistis. Anggaran yang terlalu tinggi 

dibandingkan dengan realisasi biaya produksi dapat menyebabkan informasi 

anggaran kehilangan fungsi pengendaliannya, karena selisih yang terjadi tidak 

digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul: 

"Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian Biaya 

Produksi pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong 

Ulu". 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Anggaran biaya produksi yang tidak terserap cendrung meningkat selama 

periode 2020-2024. 

2. Pelaksanaan pengendalian biaya produksi belum sepenuhnya 

mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam RKAP. 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi . 

Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah sebagai berikut :   

1. Akuntansi pertanggungjawaban hanya pada pusat biaya produksi pada PT. 

Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu.  

2. Laporan Anggaran dan Realisasi biaya produksi hanya pada komoditi 

Kelapa Sawit pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun 

Bah Birong Ulu. 

1.4 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian 

biaya pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah 

Birong Ulu? 
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2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada PT. 

Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu telah 

berperan sebagai alat pengendali biaya produksi? 

1.6 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya pada PT. Perkebunan 

Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu. 

2. Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

pengendalian biaya produksi pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 

II Unit Kebun Bah Birong Ulu. 

1.7 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya dalam suatu 

perusahaan.   

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat ataupun 

mahasiswa lainnya untuk dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya 

yang membahas topik yang sama. 
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2. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya dalam suatu 

perusahaan.   

b. Bagi Peneliti Lain Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lain yang 

melakukan penelitian dan mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta dijadikan referensi dalam penyusunan 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengendalian Biaya  

2.1.1 Pengertian Pengendalian Biaya  

Pengendalian meliputi tindakan untuk menuntun dan memotivasi Upaya 

pencapaian tujuan maupun tindakan untuk mendeteksi dan memperbaiki 

pelaksanaan yang tidak dapat menekan batas minimum dari penyimpangan yang 

terjadi terhadap rencana yang telah ditetapkan. Menurut (Ahmad & Abdullah, 2017) 

pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah 

diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terusmenerus antara 

pelaksanaan dengan rencana. Penulis menyimpulkan bahwa pengendalian adalah 

proses deteksi dini yang bersifat rutin. Intinya, manajemen harus selalu 

membandingkan antara target dan kenyataan secara konsisten. Hal ini dilakukan 

agar setiap penyimpangan bisa langsung diperbaiki, melainkan benar-benar tercapai 

melalui pengawasan yang ketat.  

Menurut (Astuty, 2017) Pengendalian berfungsi untuk memastikan 

tercapainya tujuan organisasi. Manajemen mengambil langkah-langkah guna 

memastikan bahwa organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. Penulis menyimpulkan pengendalian digunakan untuk menjamin 

pencapaian tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, kebijakan-kebijakan dan standar-

standar secara efisiensi seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan melihat laporan biaya produksi dengan 

membandingkan anggaran dengan realisasinya dari perbandingan tersebut maka 



10 

 

 

 

dapat diteliti pengendalian biaya produksi yang melalui proses dengan menetapkan 

suatu norma pengukuran. 

Pengendalian merupakan langkah penting agar setiap penyimpangan yang 

terjadi di analisa secepatnya dan dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat 

dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab dengan biaya tersebut. Menurut 

(Hansen & Mowen, 2018), pengendalian biaya merupakan bagian dari sistem 

pengendalian manajemen yang bertujuan memastikan bahwa biaya yang 

dikeluarkan sesuai dengan rencana dan berada dalam batas yang telah ditetapkan 

organisasi. Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengendalian merupakan usaha sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi 

atau badan yang mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan cara 

membandingkan prestasi kerja (hasil) dengan rencana. Penulis menyimpulkan 

secara sistematis, pengendalian bertindak sebagai alat ukur efisiensi. Dengan 

membandingkan prestasi kerja terhadap target, organisasi dapat secara objektif 

menilai keberhasilannya. Jika terjadi ketidaksesuaian, data tersebut menjadi dasar 

yang valid bagi manajemen untuk melakukan perbaikan agar tujuan organisasi 

dapat dicapai dengan cara yang lebih efektif dan hemat sumber daya. 

Pengendalian biaya produksi menurut (Nasution, 2021) adalah penggunaan 

anggaran biaya produksi sebagai alat perencanaan dan pengawasan dalam 

menjalankan kegiatan usaha. Penulis menyimpulkan Anggaran produksi berfungsi 

sebagai peta untuk merencanakan arah bisnis sekaligus sebagai "radar" untuk 

mengawasi setiap langkah operasional agar tetap efisien. Meskipun anggaran telah 

digunakan, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat 

penyimpangan negatif pada beberapa biaya anggaran. Oleh karena itu, diperlukan 
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analisis terhadap penyimpangan tersebut untuk mengetahui penyebabnya dan 

melakukan tindak lanjut agar kerugian yang terjadi dapat dikendalikan. 

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya produksi pada suatu 

perusahaan dilakukan dengan memantau, mengevaluasi serta membandingkan 

antara anggaran biaya dengan realisasinya agar aktivitas yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya 

produksi bisa dengan mudah dilakukan oleh manajemen jika perencanaan biayanya 

sudah dilakukan dengan baik. 

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian 

Proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan tujuan terlebih 

dahulu. Berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, strategi untuk 

mencapai tujuan tesebut sampai penetapan anggaran yang menunjukan rencana 

alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan untuk menunjang 

pencapaian tujuan. Baik tujuan, strategi, maupun anggaran semuanya dapat 

dijadikan standar untuk menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

sesungguhnya dilakukan. 

 Adapun tujuan pengendalian yaitu :  

1. Menjaga Kekayaan Organisasi.   

2. Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi.   

3. Mendorong Efisiensi.   

4. Mendorong dipatuhinya Kebijakan Manajemen   

Hal-hal yang menyebabkan pengendalian tidak efektif adalah kurangnya 

penerapan pengendalian yang memadai. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan 

efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Tujuan yang 
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dimaksud adalah proses pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan program 

atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi (Sanjaya & Harahap, 2016). 

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian sangat bergantung pada 

integritas dan konsistensi dalam penerapannya di seluruh lini organisasi. Secara 

deskriptif, pengendalian yang lemah atau tidak memadai akan menjadi penghambat 

utama bagi perusahaan dalam mencapai target-target strategisnya. Sebuah kegiatan 

baru dapat dinilai berhasil apabila terdapat keselarasan antara proses pelaksanaan 

dengan wewenang dan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.1.3 Alat dan Proses Pengendalian  

Sebelum melakukan proses pengendalian, terlebih dahulu ditentukan alat 

pengendalian. Alat-alat pengendalian yang dapat dipergunakan suatu perusahaan 

atau organisasi, yaitu :  

1. Perencanaan Strategi  

Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang 

akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir 

jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program dalam jangka 

panjang.  

2. Penyusunan Anggaran  

Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasian rencana dalam bentuk 

pengkuantifikasian biasanya dalam unit moneter. 

2.1.1.4 Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali  

Tanggung jawab yang diminta tiap departemen terhadap manajer pusat 

pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas biaya yang dapat mereka 

kendalikan secara langsung. Dengan demikian, manajer tiap pusat 
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pertanggungjawaban tersebut dapat mengidentifikasi pendapatan dan biaya yang 

berada di bawah pengawasannya (controllable) dan yang tidak berada di bawah 

pengawasannya (uncontrollable). Hanya biaya dan pendapatan yang terkendali saja 

yang menjadi tanggung jawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban.  

Menurut (Rachmina & Sari, 2017), biaya terkendali adalah biaya yang dapat 

dipengaruhi oleh manajer, seperti biaya buruh atau biaya bahan baku, karena 

manajer dapat menentukan kebijakan yang memengaruhi besarnya biaya tersebut. 

Penulis menyimpulkan Kesimpulan dari pernyataan Rachmina dan Sari 

menekankan bahwa kunci dari akuntansi pertanggungjawaban adalah keselarasan 

antara tanggung jawab dengan wewenang. Manajer bertanggung jawab hanya pada 

apa yang bisa mereka kendalikan. 

Biaya tidak terkendali adalah biaya yang berada diluar kendali manajer dan 

tidak dapar diotorisasi oleh manajer tersebut. Kebijaksanaan pimpinan pusat 

pertanggungjawaban tidak akan mempengaruhi pengeluaran biaya tersebut. 

berdasarkan konsep pengendalian biaya, setiap pos biaya pada suatu departemen 

atas unit organisasi harus diklasifikasikan dan ditentukan secara jelas sebagai biaya 

terkendali dan biaya tak terkendali pada setiap pusat pertanggungjawaban tertentu. 

Penentuan secara tegas ini sangat penting terutama dalam pengendalian biaya untuk 

laporan pelaksanaan, yang di dalamnya membandingkan antara realisasi dengan 

yang dianggarkan. Laporan tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan 

pelaksanaan kerja setiap pusat pertanggungjawaban dan manajer yang 

membawahinya. 

Biaya tidak terkendali adalah biaya yang berada diluar kendali manajer dan 

tidak dapar diotorisasi oleh manajer tersebut. Kebijaksanaan pimpinan pusat  
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pertanggungjawaban tidak akan mempengaruhi pengeluaran biaya tersebut. 

(Mulyadi, 2018) mengemukakan bahwa biaya tidak terkendalikan dapat diubah  

menjadi biaya terkendalikan melalui dua cara yang saling berkaitan:   

1) Mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke pembebanan langsung. 

Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan  

dasar yang sembarang, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada  

manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, sehingga biaya tersebut 

merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer tersebut. Untuk mengubah 

menjadi biaya terkendalikan, biaya tersebut harus dibebankan sedemikian rupa  

kepada pusat pertanggungjawaban tertentu, sehingga biaya tersebut dapat  

dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang  

bersangkutan. 

2) Mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan. 

Pengubahan biaya tidak terkendalikan menjadi biaya terkendalikan dapat 

pula dilakukan dengan cara mendelegasikan wewenang untuk pengambilan putusan 

dari manajemen puncak kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang 

bersangkutan. Dengan demikian, manajer pusat pertanggungjawaban yang 

sebelumnya tidak mempunyai wewenang untuk mempengaruhi biaya tertentu, 

dengan diterimanya wewenang dari manajemen puncak, akan dalam posisi dapat 

mempengaruhi biaya tersebut secara signifikan. Dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban, semua biaya yang terkendalikan oleh manajer tingkat bawah, 

dipandang juga terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang 

membawahinya. 
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2.1.2 Anggaran  

Anggaran sebagai suatu sistem dapat digunakan sebagai alat perencanaan, 

koordinasi, dan pengendalian dari seluruh kegiatan suatu organisasi. Menurut 

(Fauzi, 2023) juga menekankan bahwa anggaran bukan hanya sekadar estimasi 

pendapatan dan biaya, tetapi bagian penting dari strategi alokasi sumber daya guna 

mendukung pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja perusahaan. Penulis 

menyimpulkan bahwa anggaran tidak hanya sekadar laporan keuangan, melainkan 

sebuah rencana kuantitatif komprehensif yang mencakup satuan uang, barang, 

maupun jasa sebagai tolok ukur aktivitas organisasi dalam jangka waktu yang 

ditetapkan. 

Anggaran menurut (Mulyadi, 2016) yaitu sebagai suatu rencana kerja yang 

dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu 

rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka 

panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dari pendapat diatas 

penulis menyimpulkan bahwa anggaran adalah rencana keuangan sebuah organisasi 

yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dan dipergunakan sebagai pengendalian 

keuangan perusahaan dimasa depan. Anggaran juga bisa dikatakan sebagai prediksi 

mengenai apa saja yang dikerjakan perusahaan dimasa depan. Selain itu, dengan 

adanya sebuah sistem anggaran yang baik. 

2.1.2.1 Karakteristik Anggaran 

Dalam penyusunan anggaran yang dibuat manajemen dibutuhkan 

karakteristik anggaran yang baik agar anggaran yang direncanakan hasilnya tepat. 

Karakteristik anggaran menurut (Rosliyati & Rahayu, 2018) yaitu : 
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1. Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis 

Anggaran disusun untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Melalui penyusunan 

anggaran, manajemen dapat merencanakan pendapatan dan 

mengendalikan biaya agar target keuntungan dapat tercapai. Dengan 

adanya estimasi laba, perusahaan memiliki gambaran awal mengenai 

hasil yang ingin dicapai sehingga setiap bagian dapat bekerja sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter (satuan uang) 

Anggaran umumnya dinyatakan dalam satuan uang agar dapat diukur 

secara kuantitatif dan dibandingkan dengan realisasi. Penyajian dalam 

bentuk moneter memudahkan manajemen dalam melakukan 

perhitungan, analisis, serta pengawasan terhadap pendapatan maupun 

biaya yang terjadi. Meskipun beberapa aspek dapat dinyatakan dalam 

satuan fisik (seperti jumlah produksi), pada akhirnya tetap dikonversi ke 

dalam nilai rupiah untuk kepentingan pengendalian. 

3. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun  

Anggaran biasanya disusun untuk periode satu tahun karena periode 

tersebut dianggap cukup untuk merencanakan dan mengendalikan 

kegiatan operasional perusahaan. Namun demikian, anggaran tahunan 

dapat dipecah lagi menjadi periode yang lebih pendek, seperti triwulan 

atau bulanan, untuk memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. 
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4. Anggaran merupakan komitmen manajemen untuk mencapai tujuan  

Anggaran bukan hanya sekadar rencana tertulis, tetapi juga merupakan 

bentuk komitmen manajemen untuk mencapai target yang telah 

disepakati. Setelah anggaran ditetapkan, setiap bagian dalam organisasi 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

anggaran tersebut. Komitmen ini mencerminkan keseriusan manajemen 

dalam mengarahkan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. 

5. Anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang berwenang  

Sebelum diberlakukan, anggaran harus melalui proses peninjauan dan 

persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang, seperti manajer 

puncak atau direksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

anggaran telah disusun secara realistis, sesuai dengan kondisi 

perusahaan, serta sejalan dengan tujuan strategis organisasi. 

6. Anggaran dapat berubah dalam kondisi tertentu jika disetujui  

Sebelum diberlakukan, anggaran harus melalui proses peninjauan dan 

persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang, seperti manajer 

puncak atau direksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

anggaran telah disusun secara realistis, sesuai dengan kondisi 

perusahaan, serta sejalan dengan tujuan strategis organisasi. 

7. Kinerja aktual dibandingkan secara berkala dengan anggaran  

Salah satu karakteristik penting anggaran adalah kemampuannya untuk 

dijadikan alat pembanding antara rencana dan realisasi. Secara berkala, 

hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan. Perbandingan ini membantu manajemen 
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dalam melakukan analisis selisih serta mengambil tindakan yang 

diperlukan untuk memperbaiki kinerja. 

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik anggaran, penulis 

menyimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kuantitatif yang disusun secara 

sistematis untuk periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran memiliki sifat sebagai 

komitmen manajemen yang harus disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum 

diterapkan. Selain itu, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian karena 

memungkinkan dilakukannya perbandingan antara rencana dan realisasi secara 

berkala. 

Meskipun anggaran bersifat sebagai pedoman tetap, dalam kondisi tertentu 

anggaran dapat disesuaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan agar tetap 

relevan dengan situasi perusahaan. Dengan karakteristik tersebut, anggaran tidak 

hanya berperan sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan 

evaluasi kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

2.1.2.2 Tujuan Anggaran 

Anggaran dapat berfungsi dengan baik apabila penggunanya menggunakan 

anggaran sebagai standar dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Tujuan 

penyusunan anggaran menurut (Parulian & Sasongko, 2015) diantaranya: 

1. Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan 

kebijakan perusahaan.   

2. Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian 

di dalam perusahaan.   
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3. Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target 

tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.   

4. Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan 

manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan di dalam perusahaan. 

Penulis menyimpulkan bahwa tujuan utama penyusunan anggaran adalah untuk 

menciptakan sinergi dan keteraturan dalam operasional perusahaan. Anggaran 

berperan sebagai cetak biru (blueprint) strategis yang memberikan arah jelas bagi 

setiap kebijakan yang diambil, sehingga seluruh aktivitas perusahaan tetap selaras 

dengan tujuan jangka panjang. Selain sebagai alat perencanaan, anggaran berfungsi 

sebagai media sinkronisasi yang menjembatani berbagai departemen agar dapat 

bekerja secara harmonis tanpa tumpang tindih. 

Anggaran memiliki dimensi psikologis sebagai sarana motivasi, di mana 

penetapan target yang terukur mendorong manajemen dan karyawan untuk bekerja 

lebih optimal demi mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Secara fundamental, 

anggaran juga merupakan instrumen pengawasan yang krusial keberadaannya 

memungkinkan pihak manajemen untuk memantau, mengevaluasi, dan 

memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara efisien serta sesuai dengan 

koridor yang telah ditetapkan semula. 

2.1.2.3 Manfaat Anggaran  

Menurut (Blocher et al., 2019), anggaran memiliki beberapa manfaat 

penting dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu sebagai berikut: 
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1. Sebagai Dasar Pengendalian Biaya 

Anggaran berfungsi sebagai pedoman atau batas biaya yang harus dipatuhi 

oleh setiap unit organisasi. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat 

menetapkan standar biaya yang realistis berdasarkan perencanaan 

sebelumnya. Ketika kegiatan operasional berjalan, biaya aktual yang terjadi 

akan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika terjadi 

penyimpangan (selisih), manajemen dapat segera melakukan analisis untuk 

mengetahui penyebabnya dan mengambil tindakan korektif. Oleh karena 

itu, anggaran menjadi alat utama dalam menjaga efisiensi dan mencegah 

pemborosan biaya. 

2. Sebagai Alat Evaluasi Kinerja 

Anggaran juga digunakan untuk menilai kinerja manajer atau unit kerja. 

Realisasi pendapatan dan biaya akan dibandingkan dengan target yang telah 

dianggarkan. Jika realisasi sesuai atau lebih baik dari anggaran, maka 

kinerja dinilai baik. Sebaliknya, jika terjadi penyimpangan yang tidak 

menguntungkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan. Dengan demikian, anggaran menjadi tolok ukur (benchmark) 

dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk menilai efektivitas dan 

efisiensi kerja. 

3. Sebagai Dasar Informasi untuk Pengambilan Keputusan 

Anggaran menyediakan informasi yang relevan mengenai estimasi 

pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan. Informasi ini membantu 

manajemen dalam memilih alternatif keputusan yang paling 

menguntungkan, seperti menentukan volume produksi, menetapkan harga 
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jual, atau mengalokasikan sumber daya ke bagian yang paling produktif. 

Dengan adanya anggaran, keputusan yang diambil menjadi lebih terarah 

karena didasarkan pada perhitungan yang sistematis dan terencana. 

Penulis menyimpulkan anggaran memiliki peran penting dalam 

pengendalian manajemen, yaitu sebagai dasar pengendalian biaya, alat evaluasi 

kinerja, serta sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Anggaran 

membantu manajemen menetapkan batasan biaya, membandingkan realisasi 

dengan target yang telah direncanakan, serta menyediakan informasi yang relevan 

untuk memilih alternatif tindakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. 

Selain itu, anggaran menciptakan budaya kerja yang berbasis pada efisiensi 

dan akuntabilitas dengan menetapkan standar evaluasi yang jelas, sehingga setiap 

individu dalam perusahaan terdorong untuk hanya melakukan aktivitas yang 

memberikan nilai tambah. Pada akhirnya, anggaran bertindak sebagai media 

komunikasi formal yang menyelaraskan visi perusahaan ke seluruh level karyawan, 

sekaligus menjadi perekat koordinasi antarbagian agar semua elemen organisasi 

bergerak secara harmonis dan terintegrasi menuju pencapaian target yang telah 

ditetapkan bersama. 

2.1.2.4 Proses Penyusunan Anggaran  

Menurut (Hansen & Mowen, 2018) penyusunan anggaran merupakan 

bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian manajemen yang dilakukan 

secara sistematis dan terintegrasi. Proses ini tidak hanya menyusun angka-angka 

keuangan, tetapi juga menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam rencana 

operasional yang terukur. Adapun tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai 

berikut:  
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1. Penetapan sasaran strategis  

Tahap awal dalam penyusunan anggaran adalah menetapkan sasaran 

strategis perusahaan. Manajemen puncak menentukan tujuan yang ingin 

dicapai dalam periode tertentu, seperti peningkatan volume produksi, 

efisiensi biaya, atau pencapaian target laba. Sasaran strategis ini menjadi 

dasar dalam penyusunan seluruh komponen anggaran. Tanpa adanya tujuan 

yang jelas, anggaran tidak akan memiliki arah yang terstruktur. Oleh karena 

itu, tahap ini sangat penting karena menjadi pedoman bagi seluruh unit 

organisasi dalam menyusun rencana kerjanya. 

2. Penyusunan anggaran dasar oleh unit kerja  

Setelah sasaran strategis ditetapkan, masing-masing unit atau departemen 

menyusun anggaran berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya. Misalnya, 

bagian produksi menyusun anggaran biaya bahan baku, tenaga kerja 

langsung, dan overhead pabrik. Bagian pemasaran menyusun anggaran 

penjualan dan biaya promosi. Penyusunan anggaran pada tingkat unit ini 

mencerminkan pendekatan partisipatif, di mana manajer unit dilibatkan 

dalam perencanaan sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Integrasi anggaran (Penyusunan anggaran induk) 

Anggaran dari setiap unit kemudian dikompilasi dan diintegrasikan menjadi 

anggaran induk (master budget). Anggaran induk merupakan ringkasan dari 

seluruh anggaran operasional dan keuangan perusahaan, termasuk anggaran 

laba rugi, anggaran kas, dan neraca proyeksi. Tahap integrasi ini bertujuan 
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untuk memastikan bahwa seluruh anggaran unit saling mendukung dan 

tidak terjadi ketidaksesuaian antar bagian. 

4. Evaluasi dan revisi anggaran  

Setelah anggaran terintegrasi, manajemen melakukan evaluasi terhadap 

kelayakan dan konsistensi anggaran. Pada tahap ini dilakukan analisis 

apakah target yang ditetapkan realistis dan sesuai dengan kondisi 

perusahaan serta lingkungan bisnis. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau 

estimasi yang kurang tepat, maka dilakukan revisi sebelum anggaran 

disahkan. Proses ini memastikan bahwa anggaran dapat dijadikan alat 

pengendalian yang efektif. 

5. Pengesahan dan implementasi anggaran  

Tahap akhir adalah pengesahan anggaran oleh manajemen puncak. Setelah 

disetujui, anggaran menjadi pedoman resmi bagi seluruh unit kerja dalam 

menjalankan aktivitas operasional selama periode yang telah ditentukan. 

Pada tahap ini juga dilakukan distribusi anggaran kepada setiap pusat 

pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi kinerja. 

6. Pengendalian dan evaluasi kinerja  

Meskipun tidak selalu disebut sebagai bagian terpisah dari penyusunan, 

Hansen dan Mowen menekankan bahwa anggaran harus digunakan sebagai 

alat pengendalian. Realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran secara 

berkala untuk mengidentifikasi selisih (variance). Hasil analisis tersebut 

menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan korektif. 

Penulis menyimpulkan proses penyusunan anggaran merupakan rangkaian 

kegiatan yang dimulai dari penetapan tujuan strategis hingga evaluasi kinerja 
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melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi. Proses ini menekankan 

pentingnya keterlibatan manajer unit, integrasi antarbagian, serta penggunaan 

anggaran sebagai alat pengendalian manajemen. Dengan demikian, anggaran tidak 

hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis 

dalam mencapai efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Sebaliknya, metode Bottom-Up Budgeting menawarkan pendekatan yang 

lebih demokratis dan realistis karena disusun berdasarkan kebutuhan nyata di 

tingkat teknis, yang pada gilirannya mampu meningkatkan motivasi serta rasa 

kepemilikan karyawan terhadap target perusahaan. Namun, mahasiswa perlu 

menyadari bahwa efektivitas kedua pendekatan ini sangat bergantung pada kondisi 

organisasi, di mana perusahaan harus memilih antara kecepatan koordinasi pada 

sistem top-down atau kedalaman akurasi data pada sistem bottom-up guna 

mencapai keberhasilan finansial yang optimal. 

2.1.2.5 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian  

Salah satu fungsi utama anggaran adalah sebagai alat pengendalian 

(controlling). Pengendalian merupakan upaya sistematis yang dilakukan 

manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengoreksi 

penyimpangan yang terjadi. 

Menurut (Tandaju & al., 2022), anggaran berperan sebagai alat 

pengendalian manajemen dengan cara menyediakan standar kinerja yang dapat 

dibandingkan dengan realisasi aktual. Perbandingan ini memungkinkan manajemen 

untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional, serta mengambil tindakan 

korektif jika terdapat penyimpangan. Penulis menyimpulkan bahwa anggaran 
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berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang sangat krusial dalam menjaga ritme 

kerja organisasi. Secara deskriptif, anggaran tidak hanya berhenti pada tahap 

perencanaan, tetapi bertransformasi menjadi parameter objektif untuk mengukur 

sejauh mana performa perusahaan telah berjalan sesuai jalur yang ditetapkan. 

Dengan adanya pembanding antara target anggaran dan realisasi aktual, manajemen 

memiliki dasar yang kuat untuk melakukan audit kinerja secara berkala. 

Proses pengendalian melalui anggaran meliputi beberapa tahapan:  

a) Mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan anggaran yang 

telah ditetapkan. 

b) Menganalisis penyimpangan yang terjadi dan mengidentifikasi 

penyebabnya. 

c) Mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dan 

mencegah terulangnya di masa depan. 

Dengan demikian, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, 

tetapi juga sebagai instrumen penting dalam proses pengendalian manajemen untuk  

memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

2.1.3 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban  

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari 

akuntansi manajemen, dimana bentuk formal yang dihasilkan adalah berupa 

informasi yang mengacu pada pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. 

Dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban untuk pengendalian biaya 

pada pusat-pusat biaya (cost centre) akan memberikan penilaian objektif terhadap 

kinerja pusat pertanggungjawaban tersebut. 
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Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu sistem akuntansi 

manajemen yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mengendalikan kinerja 

setiap bagian dalam organisasi berdasarkan tanggung jawab masing-masing 

manajer. Menurut (Mulyadi, 2016) akuntansi pertanggungjawaban yaitu untuk 

sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan 

pelaporan biaya serta pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat 

pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar orang yang bertanggung 

jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan dapat diidentifikasi. Penulis 

menyimpulkan bahwa metode untuk memastikan semua elemen organisasi bekerja 

sesuai jalur dengan menempatkan orang yang tepat sebagai penanggung jawab 

anggaran. 

Menurut (Garrison et al., 2021) menjelaskan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi 

keuangan berdasarkan area tanggung jawab dalam organisasi, di mana manajer 

hanya dinilai berdasarkan aktivitas dan biaya yang berada dalam kendalinya. 

Penulis menyimpulkan Sistem ini adalah alat pendukung keputusan yang 

memastikan setiap manajer memiliki data yang tepat untuk mengendalikan wilayah 

kerjanya masing-masing. 

Menurut (Harahap et al., 2025), akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

sistem akuntansi yang digunakan untuk menilai kinerja pusat pertanggungjawaban 

melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya produksi. Penulis 

menyimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem penyediaan 

informasi yang bertujuan untuk mendukung manajer dalam mengelola unitnya 



27 

 

 

 

secara optimal. Poin krusial dari teori ini adalah anggaran harus menjadi informasi 

yang relevan bagi manajer untuk mengambil keputusan operasional yang tepat. 

Sedangkan menurut (Sujarweni, 2019), menjelaskan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk 

mengawasi dan mengevaluasi kinerja unit organisasi guna mendukung fungsi 

pengendalian manajemen. Fokus utamanya adalah pada keterkendalian 

(controllability), di mana manajer hanya bertanggung jawab atas aktivitas yang 

berada di bawah kendalinya. Penulis menyimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban terletak pada Prinsip Keterkendalian (Controllability 

Principle). Hal ini berarti keberhasilan atau kegagalan seorang manajer harus 

diukur hanya berdasarkan biaya-biaya yang memang berada di bawah wewenang 

dan kendalinya secara langsung. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

akuntansi pertanggungjawaban yaitu : 

a. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk mengukur 

pelaksanaan kerja pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility) dalam 

suatu organisasi. Dimana pusat pertanggungjawaban itu dipimpin oleh 

seorang manager dan merupakan pembahasan inti dari sistem akuntansi 

pertanggungjawaban. 

b. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang dirancang untuk 

mengumpulkan dan melaporkan data operasi keuangan (harta, utang, 

pendapatan, dan biaya) sesuai dengan wilayah pertanggungjawabannya. 

c. Hal yang menjadi ukuran pada setiap pusat pertanggungjawaban adalah 

input dan outputnya. Input yang merupakan jumlah pemakaian sumber 
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daya, diukur dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan output yang 

merupakan jumlah yang dihasilkan, diukur dari jumlah pendapatan yang 

diperoleh. 

Ada 2 jenis informasi dan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang 

menyangkut input dan output yang dihasilkan yaitu : 

a. Informasi mengenai hasil yang dicapai sebenarnya. 

b. Informasi rencana yang dibuat yang digunakan sebagai alat ukur dari hasil 

yang dicapai. 

Kedua informasi tersebut dibandingkan antara rencana dan hasil aktual 

dilapangan. Jika hasil yang direncanakan lebih besar dari aktualnya maka terjadi 

variance (penyimpangan) yang menguntungkan, dan apabila yang terjadi 

dilapangan atau aktualnya lebih besar dari yang direncanakan maka terjadi variance 

(penyimpangan) yang merugikan. Apabila terjadi penyimpangan yang merugikan 

maka manager harus bisa mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Begitu 

juga sebaliknya jika terjadi penyimpangan yang menguntungkan maka harus juga 

dilihat apakah dalam pembuatan rencana telah sesuai dengan standar yang berlaku, 

kadang-kadang sering terjadi penyimpangan yang menguntungkan karena terlalu 

besar dalam rencana. 

Akuntansi pertanggungjawaban tidaklah semata-mata hanya untuk menemukan 

dimana terjadinya penyimpangan biaya dan siapa yang bertanggungjawab atas 

keadaan tersebut, sehingga tidak jarang para manager merasa bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai beban, tetapi juga ditujukan untuk 

menginformasikan kepada manager bagaimana dia telah melakukan 
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tanggungjawabnya. Melalui informasi tersebut diharapkan para manager 

termotivasi untuk bekerja lebih efektif dan efisien serta melaksanakan tindakan-

tindakan korektif atas dasar informasi sebagai pertimbangan jika diperlukan.  

2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Didalam akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan, terlebih 

dahulu harus di ketahui apa yang menjadi tujuan dari akuntansi 

pertanggungjawaban itu sendiri. Menurut (Hansen & Mowen, 2018) Tujuan 

akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk menyediakan informasi yang relevan 

dan akurat guna menilai kinerja setiap unit organisasi berdasarkan tanggung 

jawabnya, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan 

pengendalian operasional. Penulis menyimpulkan Menilai kinerja unit, 

menyediakan informasi biaya, membantu pengambilan keputusan, pengendalian 

biaya.  

Secara umum, tujuan akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya untuk 

menilai kinerja, tetapi juga mendukung fungsi manajemen secara menyeluruh. 

Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 

1. Menilai Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 

setiap manajer berdasarkan biaya atau pendapatan yang berada dalam 

kendalinya. 

2. Mengendalikan Biaya dan Pendapatan 

Sistem ini membantu manajemen memastikan bahwa biaya dan pendapatan 

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

3. Mengidentifikasi Penyimpangan (Variance) 
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Akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan perusahaan mengetahui 

selisih antara anggaran dan realisasi sehingga dapat dianalisis penyebabnya. 

4. Meningkatkan Akuntabilitas Manajer 

Dengan adanya pusat pertanggungjawaban, setiap manajer bertanggung 

jawab atas hasil kerja unitnya. 

5. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan 

Informasi yang dihasilkan membantu manajemen dalam mengambil 

keputusan terkait efisiensi biaya dan perbaikan operasional. 

Akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dan bermanfaat bagi 

perusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan 

tanggung jawab. Adapun manfaat akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu 

perusahaan Menurut (Rudianto, 2017), akuntansi pertanggungjawaban memiliki 

beberapa manfaat utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai alat pengendalian biaya  

Akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengendalian biaya 

karena setiap biaya yang terjadi dalam organisasi dicatat dan dilaporkan 

sesuai dengan pusat pertanggungjawabannya. Dengan adanya pemisahan 

pusat biaya, manajemen dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab 

atas terjadinya suatu biaya. Melalui perbandingan antara anggaran dan 

realisasi biaya, manajemen dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan 

(selisih). Jika terjadi pemborosan atau ketidaksesuaian dengan rencana, 

maka tindakan korektif dapat segera dilakukan. Dengan demikian, sistem 

ini membantu perusahaan dalam menjaga agar biaya tetap terkendali dan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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2. Menjadi dasar dalam penyusunan anggaran berikutnya  

Laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan setiap periode memberikan 

informasi historis mengenai realisasi biaya dan kinerja setiap pusat 

tanggung jawab. Informasi ini sangat berguna sebagai bahan evaluasi dalam 

menyusun anggaran untuk periode berikutnya. Dengan mengetahui pola 

biaya sebelumnya, manajemen dapat menyusun anggaran yang lebih 

realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Selain 

itu, penyusunan anggaran yang berbasis data aktual juga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya kesalahan estimasi biaya. 

3. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial  

Akuntansi pertanggungjawaban menyediakan informasi biaya yang rinci 

dan terstruktur sesuai dengan unit organisasi. Informasi ini membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan, baik keputusan operasional 

maupun strategis. Misalnya, manajemen dapat menentukan unit mana yang 

efisien atau tidak, melakukan evaluasi terhadap kinerja manajer, serta 

menetapkan kebijakan pengurangan biaya apabila diperlukan. Dengan 

adanya sistem pertanggungjawaban, keputusan yang diambil menjadi lebih 

objektif karena didasarkan pada data dan laporan yang jelas. 

Berdasarkan manfaat tersebut penulis menyimpulkan, akuntansi 

pertanggungjawaban memberikan manfaat penting dalam mendukung fungsi 

pengendalian dan perencanaan manajemen. Sistem ini tidak hanya membantu 

dalam mengendalikan biaya, tetapi juga berperan dalam penyusunan anggaran yang 

lebih akurat serta menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan 

manajerial. 
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2.1.3.2  Pusat – Pusat Pertanggungjawaban  

Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan 

manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dangan menetapkan pusat-pusat 

pertanggungjawaban dan tolak ukur kinerjanya. Menurut (Blocher et al., 2019) 

menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan unit organisasi yang 

dibentuk untuk tujuan pengendalian manajemen, di mana setiap unit memiliki 

tanggung jawab khusus terhadap biaya, pendapatan, atau investasi tertentu. Penulis 

menyimpulkan pusat pertanggungjawaban adalah instrumen untuk menetapkan 

siapa yang bertanggung jawab atas apa, sehingga manajemen puncak dapat melacak 

kinerja organisasi secara mendetail melalui kinerja para pemimpin sub-unitnya. 

Akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi empat bagian pusat 

pertanggungjawaban antara lain yaitu;  

1) Pusat Pendapatan (Revenue Centre)  

Pusat pendapatan merupakan suatu unit organisasi atau pusat 

pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan 

yang dihasilkan. Manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai keleluasaan atau 

pengendalian terhadap aktiva yang tertanam atau biaya item atau jasa yang dijual.  

proses pengendalian pada pusat pertanggungjawaban ini adalah dengan 

menetapkan anggaran penjualan terlebih dahulu, sehingga prestasi manager pusat 

pertanggungjawaban ini diukur dengan membandingkan antara anggaran penjualan 

dan realisasi anggaran. Pada pusat ini output diukur dalam satuan moneter tapi tidak 

ada usaha formal yang dibuat untuk menghubungkan antara input dan output. 

 Sehubungan dengan biaya yang terjadi pada pusat pendapatan ini, maka 

biaya-biaya yang diperhitungkan hanyalah biaya-biaya yang dapat dikendalikan 
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oleh pusat pendapatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pusat 

pendapatan antara keluaran dan masukan tidak terdapat hubungan yang erat dan 

nyata. Keluaran (dalam bentuk pendapatan) dapat diukur dengan satuan moneter 

sedangkan masukan (biaya) tidak dapat diukur. 

2) Pusat Biaya (Cost Centre)  

Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban, dimana manajer 

bertanggungjawab atas biaya tersebut. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat 

biaya mempunyai keleluasaan dan pengendalian biaya pada penggunaan fisik dan 

sumber daya manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. mereka tidak 

mempunyai pengendalian atas pendapatan, karena aktivitas pemasaran bukanlah 

tanggungjawab mereka. Keputusan investasi, seperti membeli mesin tambahan atau 

meningkatkan persediaan bahan baku dan suplai, dibuat pada tingkat organisasi 

yang lebih tinggi.  

Selama proses perencanaan, manajer pusat biaya diberi kuota produksi dan 

dapat berpartisipasi dalam menentukan tujuan biaya yang realitas dan wajar untuk 

tingkat keluaran yang diantisipasi. Hasil forma secara berkala dilaporkan kepada 

manajer dalam bentuk laporan yang membandingkan biaya actual yang terjadi, 

dengan biaya yang dianggarkan.  

Biaya yang timbul dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai 

akibat dari keputusan yang timbul oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang 

bersangkutan, karena tidak semua biaya yang terjadi itu dapat dikendalikan oleh 

manajer yang bersangkutan. Maka didalam pengumpulan dan pelaporan biaya 

setiap pusat pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya-biaya yang 

terkendali (Controllable Cost) dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan 
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(Uncontrollable Cost). Hanya biaya yang terkendalikan yang perlu diminta 

pertanggungjawaban dari manager pusat pertanggungjawaban itu. 

3) Pusat Laba (Profit Centre)  

Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban dimana manajer pusat 

pertanggungjawaban atas laba yang dibentuk oleh pusat tersebut atau pusat 

pertanggungjawaban dimana prestasi manajernya diukur dengan melihat 

kemampuannya memperoleh laba. Manajer dinilai dengan basis efisiensi mereka 

dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Keleluasaan mereka 

dalam biaya termasuk biaya-biaya untuk menghasilkan produk atau memberikan 

jasa. Tanggung jawab mereka adalah lebih luas dari pada manajer pusat biaya dan 

pendapatan, karena mereka bertanggung jawab untuk fungsi distribusi dan fungsi 

manufacturing. 

4) Pusat Investasi (Investment Centre)  

Pusat investasi merupakan pusat pertanggungawaban dimana manajer 

bertanggung jawab atas pendapatan, biaya dan investasi. Manajer bertanggung 

jawab untuk mencapai margin kontribusi yang spesifik dan tujuan laba dan untuk 

efisiensi dalam utilitas aktiva. Mereka diharapkan untuk mendapatkan suatu 

keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya 

yang digunakan 

Untuk mengukurnya ada dua alternatif metode yang dapat digunakan yaitu 

metode ROI (return on investment) dan RI (residual income) terhadap hasil yang 

diperolehnya. Hasil pengukuran metode-metode tersebut dibandingkan dengan 

angka yang dianggarkan sebelumnya. 
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2.1.3.3  Syarat – Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban  

Dalam penerapannya, akuntansi pertanggungjawaban harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu agar dapat terlaksana dengan baik. Menurut (Mulyadi, 

2016:218) ada 5 (lima) penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai 

yaitu :  

1. Struktur Organisasi   

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus 

menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk 

setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Struktur organisasi harus 

menggambarkan pembagian tugas dengan jelas sehingga wewenang akan mengalir 

dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab adalah 

sebaliknya. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka pusat-pusat 

pertanggungjawaban seperti pusat biaya, pusat laba, atau pusat investasi dapat 

ditetapkan secara sistematis. Hal ini mempermudah manajemen dalam melakukan 

evaluasi kinerja karena tanggung jawab telah terdefinisi dengan baik. 

2. Anggaran   

Setiap pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban harus 

turut serta dalam penyusunan anggaran. Karena anggaran tersebut merupakan 

gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sekaligus dasar 

dalam penilaian kinerja. Melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi, 

manajemen dapat mengetahui apakah suatu unit bekerja secara efisien atau tidak. 

Tanpa anggaran, sistem pertanggungjawaban tidak dapat berjalan optimal karena 

tidak ada standar pembanding yang jelas.  
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3. Penggolongan Biaya   

Penggolongan biaya ke dalam kategori biaya terkendalikan dan tidak 

terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban, karena 

manajer tidak dapat mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian. 

Oleh karena itu, hanya biaya-biaya yang terkendalikan yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh manajer. Penggolongan ini penting agar penilaian 

kinerja menjadi adil dan objektif. Manajer hanya boleh dinilai berdasarkan biaya 

yang memang berada dalam tanggung jawabnya. 

4. Sistem Akuntansi Biaya   

Setiap tingkat manajemen dalam perusahaan merupakan pusat biaya dan akan 

dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya 

terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Selanjutnya, biaya yang terjadi akan 

dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer. Maka biaya harus digolongkan dan 

diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur 

organisasi. Sistem ini harus mampu menyajikan informasi biaya secara rinci dan 

akurat agar manajemen dapat melakukan analisis penyimpangan serta mengambil 

keputusan yang tepat. Tanpa sistem pencatatan yang baik, laporan 

pertanggungjawaban tidak akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

5. Sistem Pelaporan Biaya   

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban 

untuk setiap pusat-pusat biaya yang isi laporan tersebut akan disesuaikan dengan 

tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Melalui laporan tersebut, 

manajemen dapat melakukan evaluasi kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, 

serta mengambil tindakan korektif apabila diperlukan. Laporan yang disusun secara 
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periodik juga membantu dalam proses monitoring berkelanjutan terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan tinjauan terhadap syarat-syarat penerapan menurut (Mulyadi, 

2016), penulis menyimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

sebuah instrumen pengendalian manajemen yang mengintegrasikan aspek 

struktural dengan aspek perilaku. Secara deskriptif, keberhasilan sistem ini tidak 

hanya bergantung pada kecanggihan teknologi akuntansi yang digunakan, 

melainkan pada kejelasan hak dan kewajiban di dalam organisasi.  

Penulis melihat bahwa struktur organisasi yang tegas menjadi syarat mutlak 

agar aliran tanggung jawab tidak tumpang tindih. Hal ini kemudian disinergikan 

dengan anggaran partisipatif yang berfungsi sebagai standar komitmen kerja bagi 

para manajer. Penulis berpendapat bahwa aspek keadilan evaluasi menjadi esensi 

terpenting melalui penggolongan biaya terkendalikan. Dengan membatasi tanggung 

jawab manajer hanya pada pos-pos biaya yang berada dalam otoritasnya, sistem ini 

menciptakan penilaian kinerja yang lebih objektif dan kredibel. Rangkaian proses 

tersebut ditutup dengan sistem pelaporan yang relevan dan tepat waktu, yang 

bertindak sebagai umpan balik bagi manajemen untuk melakukan langkah 

perbaikan strategis. 

Secara keseluruhan, penulis memandang bahwa kelima syarat tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu elemen 

diabaikan, maka akuntansi pertanggungjawaban hanya akan menjadi formalitas 

pencatatan tanpa daya tekan untuk mendorong efisiensi organisasi. 
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2.1.3.4 Karakteristik Laporan Pertanggungjawaban  

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, laporan pertanggungjawaban harus 

memiliki karakteristik berikut ini;   

a. Laporan harus sesuai dengan struktur organisasi.  

b. Laporan harus konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan.   

c. Laporan harus tepat waktu.  

d. Laporan harus diterbitkan secara teratur.  

e. Laporan harus mudah dipahami.   

f. Laporan memuat perincian yang memadai, tetapi tidak berlebihan.   

g. Laporan harus menyajikan data perbandingan (membandingkan anggaran atau 

standar yang sudah ditntukan dengan hasil sesungguhnya).   

h. Laporan harus analisis   

i. Laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit fisik 

sekaligus jumlah rupiahnya.  

2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan pertimbangan peneliti dalam 

melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti mengambil beberapa 

penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini : 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu  Judul Penelitian  Hasil  

1 (Charunnisa,2024) Analisis Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian 

Biaya Pada PT. 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini bahwa analisa 

penyimpangan biaya 

produksi di tahun 2022 

antara anggaran dan realisasi 
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Perkebunan Nusantara IV 

Regional 1 Sumut. 

biaya produksi kelapa sawit 

masih terdapat beberapa 

akun yang mengalami 

penyimpangan yang tidak 

menguntungkan 

(unfavorable variance), 

faktorfaktor yang 

menyebabkan selisih yang 

tidak menguntungkan 

seperti: penambahan 

karyawan, kenaikan gaji, 

kenaikan beban 

pemeliharaan kebun, 

kenaikan harga pupuk, 

kenaikan premi panen, 

naiknya harga bahan bakar 

minyak, naiknya tarif 

pengangkutan dan kenaikan 

produksi. 

2 (Isabella M.O. Doda, 

Hendrik Manossoh, 

Djeni Maradesa, 2023) 

Analisis Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian 

Biaya Di Rumah Sakit 

Hermana Lembean 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai 

alat pengendalian biaya di 

rumah sakit hermana 

lembean sudah diterapkan 

dengan baik dan sudah 

memadai. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya struktur 

organisasi yang jelas, 

pengklasifikasian kode 

rekening, pemisahan biaya 

terkendali dan biaya tidak 

terkendali, penyusunan 

anggaran, pengukuran 

kinerja, serta pemberian 

penghargaan dan hukuman, 

dan pengidentifikasian pusat 

pertanggungjawaban yang 

selalu menetapkan target 

operasional dan anggaran. 

3 (Tesalonika Angelio 

Tumewa, Natalia Y.T. 

Gerungai, Sifrid S. 

Pangemanan, 2022) 

Evaluasi Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian 

Biaya Pada Dealer 

Mitsubishi Beta-Berlian 

Manado 

Pada pengendalian biaya 

perusahaan terdiri dari 

menetapkan tolok ukur 

standar (anggaran) agar 

mampu lebih terfokus pada 

pencapaian target dan 

menggunakan dana relatif 

kecil, melakukan pencatatan 

hasil atas pelaksanaan yang 

sebenarnya untuk lebih 

mudah melihat kegiatan yang 

dilakukan oleh menejer yang 

bertanggungjawab atas 

pengeluaran biaya yang 

dilakukan dan melaksanakan 

perbandingan terhadap 

pelaksanaan hasil yang 
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sebenarnya dengan standar – 

standar yang telah ditetapkan 

untuk mengetahui 

penyimpangan yang terjadi. 

Berdasarkan analisisnya 

penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sudah 

cukup memadai sebagai alat 

pengendalian biaya pada PT. 

Makassar Mandiri Putra 

Utama (Dealer Mitsubishi 

Beta Berlian Manado) 

4 (R.M. Mokoginta, 

H.Karamoy, J.D.L 

Warongan, 2021) 

Analisis Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian 

Pusat Biaya Dan Kinerja 

Manajer Pada PT. Jasa 

Raharja (Persero) Cabang 

Sulawesi Utara 

Penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban pada 

PT. Jasa Raharja (Persero) 

Cabang Sulawesi Utara, 

Struktur organisasi 

menggambarkan secara jelas 

perihal jenjang dan 

wewenang tanggung jawab 

yang dilaksanakan dari 

atasan sampai bawahan. 

Penyusunan anggaran 

rencana kerja perusahaan 

untuk mencapai tujuan 

tertentu yang diperlukan 

dalam perencanaan dan 

pengendalian biaya yang 

tepat, menerapkan klasifikasi 

biaya yaitu biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali, 

klasifikasi kode rekening 

berguna untuk 

mempermudah perusahaan 

dalam pencatatan atau 

penyusunan laporan biaya 

dan pendapatan, dalam 

penyusunan laporan pada 

perusahaan berbentuk dalam 

laporan hasil usaha, dan 

laporan pertanggungjawaban 

sistem pelaporan biaya pada 

PT. Jasa Raharja (Persero) 

Cabang Sulawesi Utara 

sudah menunjukkan cukup 

baik.  

5  (Rosa Maria Bawang, 

Henrikus Herdi Dan 

Yoseph Darius Purnama 

Rangga, 2023) 

Analisis Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Dengan Anggaran Sebagai 

Alat Pengendalian Biaya 

Pada Pintar Asia Swalayan 

Maumere 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini bahwa Penerapan  

akuntansi 

pertanggungjawaban  pada  

Pintar  Asia  Swalayan  

Maumere  belum sepenuhnya 

memenuhi semua 

syaratsyarat, hal ini karena 

belum adanya pemisahaan 

biaya antara biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali, 

dan poses penyusunan 
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anggaran biaya belum 

melibatkan semua unit dalam 

perusahaan tersebut. 

Pengendalian biaya yang di 

lakukan pada Pintar Asia 

Swalayan masih  belum 

efesien, hal ini  dikarenakan  

masih  terdapat  selisih  

antara  apa  yang  di  

anggarkan  dan  apa yang 

direalisasikan.  

6 (Sicylia Aliu, 2013) Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian 

Biaya Produksi Dan 

Penilaian Kinerja 

UD.ABADI 

Berdasarkan hasil penelitian, 

maka peneliti menyimpulkan 

sebagai berikut: 1.  Struktur 

organisasi dari perusahaan 

ini belum efektif, karena 

perusahaan masih berskala 

kecil dan hanya terbagi 

dalam beberapa tingkatan 

wewenang dan 

tanggungjawab sehingga 

pelaksanaan wewenang dan 

tanggungjawab belum 

memenuhi jenjang-jenjang 

yang ada dalam struktur 

organisasi itu sendiri, yang 

terlibat dalam proses 

perencanaan hanya terbatas 

sehingga penerapan 

akuntansi 

pertanggungjawaban belum 

efektif sebagai alat 

pengendalian biaya produksi 

dan penilaian kinerja 

perusahaan. Anggaran yang 

disusun oleh perusahaan 

tidak melibatkan bagian 

produksi untuk ikut serta 

dalam penyusunannya, 

sehingga penyusunan 

anggaran dalam perusahaan 

belum efektif dilakukan. 

Penggolongan biaya yang 

ada belum efektif karena 

pemilik usaha hanya 

memperhitungkan secara 

langsung seluruh komponen 

biaya dan tidak memisahkan 

biaya yang dapat 

dikendalikan dan biaya yang 

tidak dapat dikendalikan, 

sehingga tidak dapat menilai 

dengan jelas kinerja 

perusahaan. 

7 (Retnawati Siregar, 

Linda Lores, Ali Usman , 

dan Rahma Darni 

Daulay, 2022) 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran Dan Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Terhadap Efektivitas 

Adanya partisipasi 

penyusunan anggaran dan 

akuntansi 

pertanggungjawaban, 
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Pengendalian Biaya Pada 

Dinas Bina Marga Dan 

Bina Konstruksi Provinsi 

Sumatera Utara 

diharapkan adanya 

keharmonisan dan 

keselarasan antara 

manajemen tingkat atas, 

menengah hingga bawah 

sehingga perolehan 

informasi dapat lebih akurat 

serta kinerja perusahaan 

dapat berjalan secara 

maksimal sehingga 

pengendalian biaya tiap – 

tiap departemen atau divisi 

dapat berjalan secara efektif 

dan efisien. Akuntansi 

pertanggungjawaban 

berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian 

dapat diartikan biaya 

anggaran disusun dan 

dikendalikan demi mencegah 

terjadinya penyimpangan 

anggaran seperti yang telah 

lalu. Pemisahan biaya dan 

identifikasi 

pertanggungjawaban juga 

turut diupayakan demi 

terciptanya proses 

pengendalian biaya secara 

semestinya. Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

berpengaruh terhadap 

Efektivitas Pengendalian 

Biaya artinya memberikan 

kontribusi atau dukungan 

kepada manajer divisi dalam 

menentukan sasaran 

anggaran yang nantinya 

berbagai pendapat tersebut 

dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan 

perencanaan anggaran 

jangka panjang. Tercapainya 

tujuan anggaran sangat 

penting dan menjadi prioritas 

yang menjadi tanggung 

jawab masing – masing. 

8 (Ranjita, M. Karya Satya 

Azhar, dan Desi Ika, 

2024) 

Analisis Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Dengan Anggaran Sebagai 

Alat Pengendalian Biaya 

Dan Penilaian Kinerja 

Pada PT XYZ Kota Medan 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian serta pembahasan 

penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka 

kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Penerapan dari akuntansi 

pertanggungjawaban yang 

diterapkan pada PT XYZ 

Kota Medan sudah 
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sepenuhnya 

mengaplikasikan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai 

alat pengendalian biaya 

dengan baik, ini dapat dilihat 

pada Laporan Realisasi 

Anggaran bahwa realisasi 

yang dihasilkan masih 

dibawah anggaran yang telah 

ditetapkan. Selain itu, 

penerapan reward and 

punishment sistem juga 

sudah diterapkan secara 

tegas. Efisiensi pengendalian 

biaya yang dilaksanakan 

pada PT XYZ Kota Medan 

sudah efisien hal tersebut 

dapat dilihat dengan 

membandingkan realisasi 

dan anggaran pada 

perusahaan. Pada PT XYZ 

Kota Medan serta 

pengklasifikasian antara 

biaya terndali dan biaya tidak 

terkendali dan menggunakan 

biaya secara efisien.  

9 (Ester Christina Akunut, 

Diana Zuhroh, Tjandra 

Wasesa, Wiratna Wiratna 

dan Heri Toni Hendro P, 

2023) 

Peranan Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian 

Biaya Pada PT. Sarana 

Metal Jayatama Di 

Surabaya 

Diana Zuhroh, Tjandra 

Wasesa, Wiratna Wiratna dan 

Heri Toni Hendro P, 2023)  

Peranan Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian 

Biaya Pada PT. Sarana Metal 

Jayatama Di Surabaya.   

Berdasarkan hasil penelitian 

ini bahwa hasil analisis 

anggaran biaya produksi 

untuk tahun 2022 khususnya 

pada PT Sarana Metal 

Jayatama terdapat selisih 

yang tidak efisien 

(unfavorable) sebesar Rp. 

357,534,658 yang terdapat 

pada biaya overhead pabrik 

yang mana biaya yang terjadi 

tidak sesuai dengan yang 

dianggarkan. PT Sarana 

Metal Jayatama belum 

memisahkan biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali 

oleh setiap bagian atau unit 

kerja.  Dalam laporan 

akuntansi 

pertanggungjawaban bagian 

produksi belum dilakukan 

secara memadai karena 

hanya diukur melalui 

perbandingan antara 
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anggaran biaya produksi 

dengan biaya yang terealisasi 

10 (Ni Kadek Herlinda Ayu 

Wandari,Edy 

Sujana,2021) 

Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

sebagai alat pengendalian 

biaya pada RSUD Kab 

Buleleng 

Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis 

deskriptif dapat ditarik 

kesimpulan bahwa RSUD 

Kabupaten Buleleng, Bali 

sudah menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai 

alat pengendalian biaya 

dengan baik dan sesuai 

dengan aturan. Terdapat 

struktur organisasi yang jelas 

menerapkan wewenang dan 

tanggungjawab tiap 

tingkatan manajemen, proses 

penyusunan anggaran 

mengacu pada rencana 

kegiatan rumah sakit selama 

satu tahun, adanya 

pemisahan biaya terkendali 

dan tidak terkendali, adanya 

klasifikasi kode rekening, 

serta sistem pelaporan biaya 

sebagai syarat penerapan 

akuntansi 

pertanggungjawaban. 

Namun pada sistem 

pelaporan, format laporan 

pertanggungjawaban rumah 

sakit berbeda dengan teori. 

Hal ini disebabkan karena 

rumah sakit merupakan jenis 

BLUD di mana dalam 

pelaporan selalu diposting 

dalam aplikasi sehingga 

format laporan 

pertanggungjawaban harus 

sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan pemerintah. 

Focus Penelitian ini adalah 

pada penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban pusat 

biaya rumah sakit. 

Pengendalian biaya RSUD 

Kabupaten Buleleng 

dilakukan dengan cara 

membandingkan anggaran 

dangan realisasi biaya 

operasional rumah sakit yang 

menghasilkan selisih. Secara 

keselurahan selisih yang 

terjadi antara anggaran dan 

realisasi biaya oprasional 

menunjukan selisih 

favourable 

(menguntungkan). 
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2.3 Kerangka Berfikir 

 Anggaran merupakan dasar perencanaan yang digunakan perusahaan dalam 

mengelola biaya produksi. Melalui anggaran, perusahaan menetapkan standar biaya 

yang harus dicapai dalam periode tertentu. Anggaran biaya produksi berfungsi 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional serta sebagai alat 

pembanding untuk menilai realisasi biaya yang terjadi. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran tersebut, perusahaan perlu 

menetapkan pusat pertanggungjawaban yang didasarkan pada struktur organisasi 

yang jelas. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab setiap bagian, khususnya yang berkaitan dengan proses produksi. 

dengan adanya pusat pertanggungjawaban, setiap manajer atau kepala bagian 

memiliki tanggung jawab atas biaya yang berada dalam pengawasannya. 

Selanjutnya, biaya produksi diklasifikasikan menjadi biaya langsung dan 

biaya tidak langsung. Penggolongan biaya ini bertujuan untuk mempermudah 

pencatatan, pengawasan, serta pengendalian biaya yang terjadi dalam proses 

produksi. Biaya langsung merupakan biaya yang secara langsung berhubungan 

dengan proses produksi, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak 

dapat ditelusuri secara langsung terhadap produk tertentu tetapi tetap diperlukan 

dalam kegiatan produksi. 

Biaya yang telah diklasifikasikan kemudian dicatat dan dilaporkan sesuai 

dengan pusat pertanggungjawaban masing-masing. Laporan tersebut berisi 

informasi mengenai anggaran dan realisasi biaya yang terjadi. Tahap selanjutnya 

adalah melakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya untuk 

mengetahui adanya selisih (variance). Analisis terhadap selisih tersebut bertujuan 
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untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan yang menguntungkan atau 

merugikan perusahaan. 

Melalui proses tersebut, akuntansi pertanggungjawaban berperan sebagai 

alat pengendalian biaya produksi karena mampu menyediakan informasi yang 

sistematis mengenai biaya berdasarkan pusat tanggung jawab. Dengan demikian, 

manajemen dapat mengawasi penggunaan biaya produksi agar tetap sesuai dengan 

anggaran yang telah ditetapkan serta meminimalkan terjadinya pemborosan dalam 

kegiatan operasional perusahaan. 
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Gambar 2.3  Kerangka Berfikir  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

Kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara 

penyajian data yang diperoleh dari wawancara, dan studi pustaka kemudian 

dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang ada.  

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk 

menguji hipotesis atau hubungan antar variabel secara statistik, melainkan untuk 

menganalisis dan memahami kondisi yang terjadi di perusahaan, khususnya terkait 

dengan penyusunan anggaran, realisasi biaya produksi, serta pemanfaatan laporan 

biaya produksi dalam mendukung pengendalian biaya.Penelitian ini digunakan agar 

penulis dapat menganalisis permasalahan dan mendapatkan keterangan yang 

lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara 

IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu. 

3.2 Defenisi Operasional  

Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya produksi 

adalah suatu sistem akuntansi yang mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan 

biaya produksi berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban, sehingga manajemen 

dapat menilai kinerja setiap unit dan mengendalikan biaya sesuai dengan anggaran 

yang telah ditetapkan. 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian  

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit 

Kebun Bah Birung Ulu yang berlokasi di Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten 

Simalungun, Sumatera Utara. 

3.3.2 Waktu Penelitian  

Waktu Penelitian ini dimulai dari bulan November 2025 sampai bulan maret 

2026 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Waktu Penelitian 

No 
Nama  

Kegiatan  

Oktober  

2025 

November  

2025 

Desember  

2025 

Januari   

2026 

Februari 

2026 

Maret  

2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 

Judul 
                                                

2 
Penyusunan 

Proposal 
                                                

3 
Bimbingan 

Proposal 
                                                

4 
Seminar  

Proposal 
                                                

5 
Penyusunan  

Skripsi 
                                                

6 
Bimbingan  

Skripsi 
                                                

7 
Sidang  

Meja Hijau  
                                                

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. 

Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan 

dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. 
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3.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber individu atau 

perseorangan guna kepentingan penelitian seperti hasil wawancara langsung 

dengan staf karyawan divisi tata usaha bagian biaya produksi.   

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu 

melalui laporan biaya produksi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit 

Kebun Bah Birong Ulu. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :   

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, serta untuk mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada staff 

karyawan yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan anggaran, 

pencatatan biaya produksi, dan pelaporan biaya. Teknik wawancara ini 

digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban, khususnya terkait dengan pembagian tanggung jawab 

biaya dan pelaksanaan pengendalian biaya produksi. Adapun pertanyaan 

semi terstruktur wawancara dalam penelitian ini antara lain : 

a) Apa penyebab anggaran kurang efektif ? 

b) Apakah struktur organisasi telah menunjukkan pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas? 
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c) Apakah dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya 

produksi? 

d) Apakah sistem yang diterapkan sudah efektif dalam menekan atau 

mengendalikan biaya produksi? 

e) Bagaimana proses penyusunan anggaran biaya produksi di 

perusahaan? 

f) Faktor apa saja yang memengaruhi tidak digunakannya sebagian 

anggaran biaya produksi? 

2. Dokumentasi, yaitu mungumpulkan dan merangkum data berupa data 

keuangan perusahaan yang dianggap penulis berhubungan dengan 

penelitian, yaitu laporan realisasi anggaran perusahaan.   

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan 

data yang diperoleh dari perusahaan guna memberikan gambaran mengenai 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya produksi pada 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu. 

Dengan hal ini penulis melakukan teknik analisis data dengan cara sebagai 

berikut:   

1. Mengidentifikasi Struktur Organisasi dan Pusat Pertanggungjawaban 

Tahap pertama dilakukan dengan menganalisis struktur organisasi 

perusahaan untuk mengetahui pembagian wewenang dan tanggung jawab 

dalam pengelolaan biaya produksi. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah 
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pusat-pusat pertanggungjawaban telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan 

teori akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi. 

2. Menganalisis Anggaran Biaya Produksi 

Peneliti menganalisis data anggaran biaya produksi periode 2020–2024 

untuk mengetahui perencanaan biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

3. Menghitung Anggaran Biaya Produksi yang Tidak Terserap 

Peneliti menghitung besarnya anggaran biaya produksi yang tidak terserap 

dengan membandingkan data anggaran dan realisasi biaya produksi setiap tahun 

selama periode 2020–2024. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah 

anggaran yang tidak digunakan dalam kegiatan produksi. 

4. Menganalisis Sistem Penggolongan dan Pencatatan Biaya 

Tahap ini dilakukan dengan menelaah bagaimana biaya produksi 

digolongkan dan dicatat dalam sistem akuntansi biaya perusahaan. Analisis ini 

bertujuan untuk melihat kesesuaian antara praktik perusahaan dengan teori 

akuntansi pertanggungjawaban. 

5. Menganalisis Sistem Pelaporan Biaya Pertanggungjawaban 

Peneliti menganalisis laporan biaya produksi yang disusun oleh perusahaan 

untuk mengetahui apakah laporan tersebut telah disajikan berdasarkan pusat 

pertanggungjawaban dan digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi. 

6. Menganalisis Hasil Wawancara 

Data hasil wawancara dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi terjadinya anggaran biaya produksi yang tidak terserap serta 

bagaimana peran akuntansi pertanggungjawaban dalam mendukung 

pengendalian biaya produksi. 
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7. Menarik Kesimpulan 

Tahap akhir dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis berdasarkan 

keterkaitan antara data anggaran, realisasi biaya produksi, serta penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya produksi. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang membagi 

organisasi ke dalam unit-unit yang masing-masing dipimpin oleh seorang manajer 

yang bertanggung jawab atas aktivitas dan kinerja unit tersebut. Untuk menciptakan 

sistem pertanggungjawaban yang efektif, penting adanya batasan yang jelas antara 

wewenang dan tanggung jawab di setiap tingkat manajemen. Tingkat tanggung 

jawab setiap manajer tidaklah sama, sehingga perlu adanya klasifikasi pusat 

pertanggungjawaban yang meliputi: pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan 

pusat investasi. 

Salah satu bentuk pusat pertanggungjawaban yang umum dijumpai adalah 

pusat biaya, yaitu unit organisasi di mana manajernya dievaluasi berdasarkan 

efisiensi penggunaan biaya (input). Pada pusat biaya, keluaran yang dihasilkan 

tidak diukur dalam bentuk pendapatan karena memang tidak menjadi tanggung 

jawab langsung manajernya. Oleh karena itu, penyusunan dan pengendalian 

anggaran biaya menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja manajemen pada 

pusat pertanggungjawaban ini. 

Penyusunan anggaran biaya produksi di PT. Perkebunan Nusantara IV 

Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu dilakukan setiap satu tahun anggaran 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Proses ini dilakukan 

melalui pendekatan bottom up yaitu mendukung efektivitas pengendalian biaya 

karena anggaran yang disusun mencerminkan kondisi operasional di lapangan. 

Dengan demikian, keterlibatan kepala bagian dalam penyusunan anggaran pada PT. 
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Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu menunjukkan 

bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban telah didukung oleh mekanisme 

perencanaan yang partisipatif, sehingga memperkuat perannya sebagai alat 

pengendalian biaya produksi. 

Setelah dijelaskan proses penyusunan anggaran, bagian selanjutnya akan 

membahas anggaran dan realisasi biaya produksi yang terjadi selama periode tahun 

2020 sampai 2024: 

Tabel 4.1.1 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu 

Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi  

Tahun 2020 

Biaya Produksi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

Persentase 

Selisih  

Penyerapan  

Persentase 

Penyerapan  

anggaran  

BIAYA TIDAK LANGSUNG            

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Staf 860.726.000 1.087.743.393 -227.017.393 26,38% 126,38% 

Gaji dan Biaya Sosial Non Staf  1.340.400.000 1.038.263.113 302.136.887 671,11% 772,41% 

Biaya Emplasmen  314.798.000 260.854.406 53.943.594 -17,14% 82,86% 

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah  106.238.000 127.635.017 -21.397.017 20,14% 120,14% 

Biaya pemel. Bangunan Perusahaan  161.932.000 124.682.743 37.249.257 -23,00% 77,00% 

Biaya peme.jalan, jembatan, sal.air 141.284.000 220.912.801 -79.628.801 56,36% 156,36% 

Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer 75.947.000 66.185.450 9.761.550 -12,85% 87,15% 

Pajak Bumi dan Bangunan 1.162.314.000 1.209.634.895 -47.320.895 4,07% 104,07% 

Asuransi 10.181.000 8.790.809 1.390.191 -13,65% 86,35% 

Biaya Keamanan 2.414.811.000 2.417.671.600 -2.860.600 -0,12% 100,12% 

Biaya Penerangan 194.919.000 178.098.222 16.820.778 8,63% 91,37% 

Biaya Persediaan Air 352.194.000 257.107.970 95.086.030 27,00% 73,00% 

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG  7.135.744.000 6.997.580.419 138.163.581 1,94% 98,06% 

BIAYA LANGSUNG           

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Tanaman 852.660.000 854.844.790 -2.184.790 -0,26% 100,26% 

Biaya Pemeliharaan TM 4.427.946.000 5.051.435.711 -623.489.711 -14,08% 114,08% 

Biaya Pemupukan  12.344.071.000 11.233.335.565 1.110.735.435 9,00% 91,00% 

Biaya Panen  8.588.748.000 8.131.060.033 457.687.967 5,33% 94,67% 

Pengangkutan ke Pabrik 5.548.080.000 5.614.459.924 -66.379.924 -1,20% 101,20% 
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Biaya Pengelolaan dari/untuk Kebun 

Seinduk 5.546.020.000 5.234.410.755 311.609.245 
5,62% 94,38% 

JUMLAH BIAYA LANGSUNG 37.307.525.000 36.119.546.778 1.187.978.222 3,18% 96,82% 

Penyusutan A/B Harga Pokok  8.027.464.000 9.004.580.755 -977.116.755 -12,17% 112,17% 

JUMLAH BIAYA PRODUKSI 

KEB.SENDIRI 52.470.733.000 52.121.708.052 349.024.948 0,67% 99,33% 

Sumber : Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Pada PT.Perkebunan 

Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu Tahun 2020 

Berdasarkan tabel perbandingan anggaran dan realisasi biaya produksi, total 

anggaran sebesar Rp52.470.733.000 dengan realisasi Rp52.121.708.052, sehingga 

terdapat selisih sebesar Rp349.024.948 yang menunjukkan realisasi lebih rendah 

dari anggaran yang ditetapkan. Persentase selisih sebesar 0,67% dengan tingkat 

penyerapan anggaran 99,33%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum 

pengendalian biaya produksi telah berjalan dengan baik karena realisasi biaya 

masih berada dalam batas anggaran. 

Pada biaya tidak langsung, persentase selisih sebesar 1,94% dengan tingkat 

penyerapan 98,06%. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi secara keseluruhan. 

Namun demikian, terdapat beberapa pos yang mengalami realisasi melebihi 

anggaran, seperti gaji dan biaya sosial non staf serta biaya pupuk. Hal ini 

mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap ketepatan penyusunan anggaran dan 

peningkatan pengawasan pada pos biaya tertentu. 

Sementara itu, biaya langsung menunjukkan persentase selisih sebesar 

0,67% dengan tingkat penyerapan 99,33%, yang mencerminkan bahwa 

pelaksanaan anggaran relatif sesuai dengan perencanaan. Meskipun terdapat 

beberapa penyimpangan pada pos tertentu, secara umum pusat biaya mampu 

mengendalikan biaya produksi secara efektif. 
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Tabel 4.1.2 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu 

Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi  

Tahun 2021 

Biaya Produksi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

Persentase 

Selisih  

Penyerapan  

Persentase 

Penyerapan  

anggaran  

BIAYA TIDAK LANGSUNG            

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Staf 1.098.397.000 1.146.282.107 -47.885.107 -4,36% 104,36% 

Gaji dan Biaya Sosial Non Staf  924.246.000 781.413.280 142.832.720 15,40% 84,60% 

Biaya Emplasmen  149.753.000 133.123.310 16.629.690 11,14% 88,86% 

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah  363.416.000 65.451.571 297.964.429 89,48% 10,52% 

Biaya pemel. Bangunan Perusahaan  504.551.000 91.472.817 413.078.183 41,29% 58,71% 

Biaya peme.jalan, jembatan, sal.air 214.288.000 140.801.126 73.486.874 36,78% 63,22% 

Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer 74.850.000 45.696.000 29.154.000 -39,08% 139,08% 

Pajak Bumi dan Bangunan 1.126.278.000 1.190.235.626 -63.957.626 -5,71% 105,71% 

Asuransi 10.708.000 8.792.472 1.915.528 19,15% 80,85% 

Biaya Keamanan 2.320.633.000 2.176.324.601 144.308.399 6,63% 93,37% 

Biaya Penerangan 158.301.000 158.879.253 -578.253 -0,36% 100,36% 

Biaya Persediaan Air 194.113.000 141.064.290 53.048.710 27,37% 72,63% 

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG  7.139.534.000 6.079.536.453 1.059.997.547 14,85% 85,15% 

BIAYA LANGSUNG           

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Tanaman 1.047.631.000 954.719.726 92.911.274 8,80% 91,20% 

Biaya Pemeliharaan TM 6.378.893.000 6.293.082.231 85.810.769 1,34% 98,66% 

Biaya Pemupukan  12.409.462.000 7.262.438.899 5.147.023.101 41,48% 58,52% 

Biaya Panen  9.207.811.000 8.812.313.238 395.497.762 3,86% 96,14% 

Pengangkutan ke Pabrik 5.576.801.000 5.793.117.510 -216.316.510 -3,78% 103,78% 

Biaya Pengelolaan dari/untuk Kebun Seinduk 4.721.035.000 5.176.486.994 -455.451.994 -0,99% 100,99% 

JUMLAH BIAYA LANGSUNG 39.341.633.000 34.292.158.598 5.049.474.402 1,18% 98,82% 

Penyusutan A/B Harga Pokok  9.204.916.000 9.262.607.194 -57.691.194 -0,63% 100,63% 

JUMLAH BIAYA PRODUKSI KEB.SENDIRI 55.686.083.000 49.634.302.245 6.051.780.755 1,15% 98,85% 

Sumber : Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Pada PT.Perkebunan 

Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu Tahun 2021 

Berdasarkan tabel perbandingan total anggaran dan realisasi biaya produksi, 

total anggaran sebesar Rp55.686.083.000 dengan realisasi Rp49.634.302.245, 

sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.051.780.755. Persentase selisih sebesar 

1,15% dengan tingkat penyerapan anggaran 98,85%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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secara keseluruhan realisasi biaya produksi masih berada dalam batas anggaran 

yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian biaya dapat dikatakan berjalan cukup 

baik. 

Pada biaya tidak langsung, anggaran sebesar Rp7.139.534.000 dengan 

realisasi Rp6.079.356.453 dan selisih Rp1.059.997.547. Persentase selisih sebesar 

14,85% dengan tingkat penyerapan 85,15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

realisasi biaya tidak langsung lebih rendah dari anggaran yang direncanakan. 

Namun demikian, terdapat beberapa pos yang mengalami realisasi melebihi 

anggaran, seperti gaji pegawai staf, pemakaian dan pemeliharaan sistem komputer, 

serta pajak bumi dan bangunan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap 

pengendalian pada pos-pos tersebut. 

Sementara itu, biaya langsung memiliki anggaran sebesar 

Rp39.341.633.000 dengan realisasi Rp34.292.158.598 dan selisih 

Rp5.049.474.402. Persentase selisih sebesar 1,18% dengan tingkat penyerapan 

98,82%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan biaya langsung relatif sesuai 

dengan anggaran. Meskipun terdapat penyimpangan pada beberapa komponen 

seperti biaya pemupukan dan pengangkutan ke pabrik, secara keseluruhan biaya 

langsung masih terkendali. 

Untuk penyusutan A/B harga pokok, anggaran sebesar Rp9.204.916.000 

dengan realisasi Rp9.262.607.194 sehingga terdapat selisih Rp57.691.194. 

Persentase selisih sebesar -0,63% dengan tingkat penyerapan 100,63%, yang berarti 

realisasi sedikit melebihi anggaran. Namun penyimpangan tersebut relatif kecil dan 

tidak berdampak signifikan terhadap total biaya produksi. 
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Tabel 4.1.3 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu 

Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi  

Tahun 2022 

Biaya Produksi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

Persentase 

Selisih  

Penyerapan  

Persentase 

Penyerapan  

anggaran  

BIAYA TIDAK LANGSUNG            

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Staf 1.171.113.000 1.039.716.071 131.396.929 11,22% 88,78% 

Gaji dan Biaya Sosial Non Staf  1.067.340.000 838.002.726 229.337.274 21,90% 78,10% 

Biaya Emplasmen  179.951.000 151.207.007 28.743.993 16,25% 83,75% 

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah  193.779.000 264.087.096 -70.308.096 -34,02% 134,02% 

Biaya pemel. Bangunan Perusahaan  166.304.000 103.316.630 62.987.370 38,86% 61,14% 

Biaya peme.jalan, jembatan, sal.air 349.330.000 1.890.895.671 -1.541.565.671 -441,46% 541,46% 

Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer 103.595.000 38.060.000 65.535.000 63,15% 36,85% 

Pajak Bumi dan Bangunan 1.343.703.000 1.285.555.354 58.147.646 11,66% 88,34% 

Asuransi 16.953.000 9.255.207 7.697.793 75,66% 24,34% 

Biaya Keamanan 2.342.355.000 2.182.977.492 159.377.508 6,58% 93,42% 

Biaya Penerangan 210.149.000 174.056.059 36.092.941 17,33% 82,67% 

Biaya Persediaan Air 253.842.000 111.667.905 142.174.095 55,77% 44,23% 

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG  7.398.414.000 8.088.797.218 -690.383.218 9,42% 90,58% 

BIAYA LANGSUNG           

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Tanaman 1.164.274.000 1.061.656.761 102.617.239 9,15% 90,85% 

Biaya Pemeliharaan TM 6.388.520.000 8.079.360.781 -1.690.840.781 -26,64% 73,36% 

Biaya Pemupukan  20.306.264.000 16.974.511.120 3.331.752.880 16,38% 83,62% 

Biaya Panen  9.946.000.000 10.135.136.680 -189.136.680 -38,55% 138,55% 

Pengangkutan ke Pabrik 7.993.439.000 5.426.574.036 2.566.864.964 26,77% 73,23% 

Biaya Pengelolaan dari/untuk Kebun Seinduk 5.952.942.000 5.107.134.362 845.807.638 14,79% 85,21% 

JUMLAH BIAYA LANGSUNG 51.751.439.000 46.784.373.740 4.967.065.260 9,43% 90,57% 

Penyusutan A/B Harga Pokok  11.352.561.000 9.617.144.755 1.735.416.245 14,73% 85,27% 

JUMLAH BIAYA PRODUKSI 

KEB.SENDIRI 70.502.414.000 64.490.285.713 6.012.128.287 9,92% 90,08% 

Sumber : Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Pada PT.Perkebunan 

Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu Tahun 2022 

Berdasarkan tabel jumlah biaya produksi, total anggaran sebesar 

Rp70.502.414.000 dengan realisasi Rp64.490.285.713, sehingga terdapat selisih 

sebesar Rp6.012.128.287. Persentase selisih sebesar 9,92% dengan tingkat 
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penyerapan anggaran sebesar 90,08%. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan realisasi biaya produksi lebih rendah dari anggaran yang telah 

ditetapkan, sehingga penggunaan biaya masih berada dalam batas yang 

direncanakan. 

Pada biaya tidak langsung, anggaran sebesar Rp7.398.414.000 dengan 

realisasi Rp8.088.797.218, sehingga realisasi melebihi anggaran yang ditetapkan. 

Meskipun secara total terjadi peningkatan realisasi, beberapa pos menunjukkan 

variasi yang cukup signifikan. Persentase selisih total sebesar 9,42% dengan tingkat 

penyerapan 90,58%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengendalian pada 

beberapa komponen biaya tidak langsung perlu lebih diperhatikan agar tidak terjadi 

pembengkakan pada periode berikutnya. 

Sementara itu, biaya langsung memiliki anggaran sebesar 

Rp51.751.439.000 dengan realisasi Rp46.784.373.740 dan selisih 

Rp4.967.065.260. Persentase selisih sebesar 9,43% dengan tingkat penyerapan 

90,57%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi biaya langsung masih berada di 

bawah anggaran yang telah ditetapkan, sehingga secara umum pelaksanaan 

kegiatan operasional dapat dikatakan cukup terkendali. 

Untuk penyusutan A/B harga pokok, anggaran sebesar Rp11.352.561.000 

dengan realisasi Rp9.617.144.755, sehingga terdapat selisih Rp1.735.416.245. 

Persentase selisih sebesar 14,73% dengan tingkat penyerapan sebesar 85,27%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi biaya penyusutan lebih rendah dari 

anggaran yang direncanakan. 
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Tabel 4.1.4 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu 

Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi  

Tahun 2023 

Biaya Produksi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

Persentase 

Selisih  

Penyerapan  

Persentase 

Penyerapan  

anggaran  

BIAYA TIDAK LANGSUNG            

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Staf 1.266.317.000 1.265.794.876 522.124 0,04% 99,96% 

Gaji dan Biaya Sosial Non Staf  1.070.393.000 788.972.571 281.420.429 26,27% 73,73% 

Biaya Emplasmen  175.051.000 142.854.261 32.196.739 18,25% 81,75% 

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah  636.738.000 459.073.036 177.664.964 27,77% 72,23% 

Biaya pemel. Bangunan Perusahaan  265.347.000 173.990.855 91.356.145 35,67% 64,33% 

Biaya peme.jalan, jembatan, sal.air 838.387.000 271.423.909 566.963.091 64,78% 35,22% 

Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer 122.673.000 48.075.000 74.598.000 60,97% 39,03% 

Pajak Bumi dan Bangunan 1.525.734.000 1.508.769.020 16.964.980 10,97% 89,03% 

Asuransi 12.468.000 9.267.849 3.200.151 41,92% 58,08% 

Biaya Keamanan 2.839.846.000 2.814.920.905 24.925.095 8,68% 91,32% 

Biaya Penerangan 330.469.000 263.193.722 67.275.278 20,36% 79,64% 

Biaya Persediaan Air 359.085.000 121.340.680 237.744.320 76,33% 23,67% 

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG  9.442.508.000 7.867.676.684 1.574.831.316 16,67% 83,33% 

BIAYA LANGSUNG           

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Tanaman 1.313.912.000 1.310.572.860 3.339.140 0,25% 99,75% 

Biaya Pemeliharaan TM 8.155.226.000 6.131.225.210 2.024.000.790 24,53% 75,47% 

Biaya Pemupukan  22.133.727.000 19.070.120.345 3.063.606.655 15,73% 84,27% 

Biaya Panen  11.855.000.000 9.239.456.547 2.615.543.453 22,87% 77,13% 

Pengangkutan ke Pabrik 8.299.000.000 7.228.252.761 1.070.747.239 36,92% 63,08% 

Biaya Pengelolaan dari/untuk Kebun 

Seinduk 6.692.085.000 5.109.283.046 1.582.801.954 
23,25% 76,75% 

JUMLAH BIAYA LANGSUNG 58.448.950.000 48.088.910.769 10.360.039.231 17,64% 82,36% 

Penyusutan A/B Harga Pokok  10.461.142.000 9.831.511.800 629.630.200 13,53% 86,47% 

JUMLAH BIAYA PRODUKSI 

KEB.SENDIRI 78.352.600.000 65.788.099.253 12.564.500.747 16,01% 83,99% 

Sumber : Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Pada PT.Perkebunan 

Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu Tahun 2023 

 Berdasarkan tabel, jumlah biaya produksi memiliki total anggaran sebesar 

Rp78.352.600.000 dengan realisasi Rp65.788.099.253, sehingga terdapat selisih 

sebesar Rp12.564.500.747. Persentase selisih sebesar 16,01% dengan tingkat 
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penyerapan anggaran 83,99%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

realisasi biaya produksi lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, sehingga 

penggunaan biaya masih berada dalam batas perencanaan. 

Pada biaya tidak langsung, anggaran sebesar Rp9.442.508.000 dengan 

realisasi Rp7.867.676.684 dan selisih Rp1.574.831.316. Persentase selisih sebesar 

16,67% dengan tingkat penyerapan 83,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian 

biaya tidak langsung tidak terealisasi sesuai rencana. Beberapa pos seperti biaya 

pemeliharaan jalan, pemakaian dan pemeliharaan sistem komputer, serta biaya 

persediaan air menunjukkan selisih yang cukup besar, yang mengindikasikan adanya 

perbedaan signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

Sementara itu, biaya langsung memiliki anggaran sebesar 

Rp58.448.950.000 dengan realisasi Rp48.088.910.769 dan selisih Rp10.360.039.231. 

Persentase selisih sebesar 17,64% dengan tingkat penyerapan 82,36%. Hal ini 

menunjukkan bahwa realisasi biaya langsung juga lebih rendah dari anggaran yang 

ditetapkan. Meskipun demikian, selisih yang cukup besar pada beberapa komponen 

seperti biaya pengangkutan ke pabrik dan biaya panen menunjukkan perlunya evaluasi 

terhadap ketepatan penyusunan anggaran. 

Untuk penyusutan A/B harga pokok, anggaran sebesar Rp10.461.142.000 

dengan realisasi Rp9.831.511.800 dan selisih Rp629.630.200. Persentase selisih 

sebesar 13,53% dengan tingkat penyerapan 86,47%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

realisasi penyusutan lebih rendah dari anggaran yang direncanakan. 
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Tabel 4.1.5 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu 

Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi  

Tahun 2024 

Biaya Produksi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

Persentase 

Selisih  

Penyerapan  

Persentase 

Penyerapan  

anggaran  

BIAYA TIDAK LANGSUNG            

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Staf 1.442.051.000 1.268.386.602 173.664.398 12,04% 87,96% 

Gaji dan Biaya Sosial Non Staf  1.335.630.000 916.869.924 418.760.076 31,23% 68,77% 

Biaya Emplasmen  243.936.000 111.010.341 132.925.659 31,02% 68,98% 

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah  516.091.000 68.132.995 447.958.005 69,32% 30,68% 

Biaya pemel. Bangunan Perusahaan  544.109.000 242.964.411 301.144.589 71,53% 28,47% 

Biaya peme.jalan, jembatan, sal.air 1.245.276.000 725.996.804 519.279.196 44,87% 55,13% 

Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer 142.594.000 44.000.000 98.594.000 69,05% 30,95% 

Pajak Bumi dan Bangunan 1.928.085.000 1.633.473.139 294.611.861 50,91% 49,09% 

Asuransi 12.924.000 25.419.768 -12.495.768 -100,00% 200,00% 

Biaya Keamanan 2.910.314.000 3.406.947.163 -496.633.163 -16,07% 116,07% 

Biaya Penerangan 378.906.000 275.143.103 103.762.897 27,35% 72,65% 

Biaya Persediaan Air 207.969.000 182.278.622 25.690.378 12,92% 87,08% 

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG  10.907.885.000 8.900.622.872 2.007.262.128 19,00% 81,00% 

BIAYA LANGSUNG           

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Tanaman 1.636.028.000 1.025.434.104 610.593.896 36,47% 63,53% 

Biaya Pemeliharaan TM 6.245.023.000 4.936.041.986 1.308.981.014 21,27% 78,73% 

Biaya Pemupukan  20.973.463.000 15.253.308.471 5.720.154.529 54,75% 45,25% 

Biaya Panen  12.758.000.000 9.144.916.564 3.613.083.436 28,61% 71,39% 

Pengangkutan ke Pabrik 8.081.000.000 7.098.059.445 982.940.555 11,47% 88,53% 

Biaya Pengelolaan dari/untuk Kebun Seinduk 5.293.103.000 3.521.011.182 1.772.091.818 39,23% 60,77% 

JUMLAH BIAYA LANGSUNG 54.986.617.000 40.978.771.752 14.007.845.248 25,52% 74,48% 

Penyusutan A/B Harga Pokok  10.694.237.000 9.959.652.847 734.584.153 13,79% 86,21% 

JUMLAH BIAYA PRODUKSI 

KEB.SENDIRI 76.588.739.000 59.839.047.471 16.749.691.529 22,00% 78,00% 

Sumber : Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Pada PT.Perkebunan 

Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu Tahun 2023 

  Berdasarkan tabel, jumlah biaya produksi memiliki total anggaran sebesar 

Rp76.588.739.000 dengan realisasi Rp59.839.047.471, sehingga terdapat selisih 

sebesar Rp16.749.691.529. Persentase selisih sebesar 22,00% dengan tingkat 
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penyerapan anggaran 78,00%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

realisasi biaya produksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, sehingga penggunaan biaya belum terserap secara optimal sesuai 

perencanaan. 

Pada biaya tidak langsung, anggaran sebesar Rp10.907.885.000 dengan 

realisasi Rp8.900.622.872 dan selisih Rp2.007.262.128. Persentase selisih sebesar 

19,00% dengan tingkat penyerapan 81,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar biaya tidak langsung tidak terealisasi sesuai anggaran. Beberapa pos seperti 

pemeliharaan bangunan, pemeliharaan sistem komputer, dan pajak bumi dan bangunan 

menunjukkan selisih yang cukup besar, yang mengindikasikan adanya perbedaan 

signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

Sementara itu, biaya langsung memiliki anggaran sebesar 

Rp54.986.617.000 dengan realisasi Rp40.978.771.752 dan selisih Rp14.007.845.248. 

Persentase selisih sebesar 25,52% dengan tingkat penyerapan 74,48%. Hal ini 

menunjukkan bahwa realisasi biaya langsung juga berada jauh di bawah anggaran 

yang telah ditetapkan. Selisih yang cukup besar pada beberapa komponen seperti biaya 

pemupukan dan biaya panen mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap ketepatan 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan operasional. 

Untuk penyusutan A/B harga pokok, anggaran sebesar Rp10.694.237.000 

dengan realisasi Rp9.959.652.847 dan selisih Rp734.584.153. Persentase selisih 

sebesar 13,79% dengan tingkat penyerapan 86,21%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

realisasi penyusutan lebih rendah dari anggaran, namun penyimpangannya relatif tidak 

sebesar biaya langsung. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1  Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian 

Biaya Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah 

Birong Ulu 

Dapat diketahui bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu 

sistem yang di rancang agar setiap tingkatan manajemen atau pusat 

pertanggungjawaban dapat mempertanggung jawabkan laporan data operasi yang 

berada di bawah kendalinya. Jika terjadi penyimpangan, maka dapat dianalisa apa 

yang menjadi penyebabnya dan siapa yang harus bertanggungjawab. Akuntansi 

pertanggungjawaban dapat memberikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan dapat juga digunakan sebagai alat analisis penilaian 

kinerja pencapaian anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing pusat 

pertanggungjawaban. 

Penyusunan anggaran biaya produksi di PT. Perkebunan Nusantara IV 

Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu dilakukan pertahun oleh bagian keuangan 

dengan melibatkan koordinasi bersama kepala kerja masing-masing dan karyawan. 

Secara teori menurut (Sari, 2025) menemukan bahwa anggaran biaya produksi yang 

berbasis data historis, klasifikasi biaya jelas, analisis selisih (varians), dan 

pengawasan berkala terbukti meningkatkan efektivitas pengendalian biaya .Dari 

teori tersebut dijelaskan bahwa efektivitas pengendalian biaya produksi sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan menyusun dan mengelola anggaran 

biaya produksinya. Teori ini mencakup empat komponen utama yang saling 

berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam mencapai efisiensi biaya, yaitu:  
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a) Berbasis data historis  

Penyusunan anggaran biaya produksi yang efektif harus 

berlandaskan pada data biaya tahun-tahun sebelumnya (historis). Data ini 

memberikan gambaran realistis tentang biaya yang pernah terjadi, dan 

menjadi dasar perbandingan untuk menentukan estimasi biaya di periode 

anggaran berikutnya. 

b) Klarifikasi biaya yang jelas  

Agar anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian, maka 

biaya harus diklasifikasikan secara sistematis, misalnya:  

• Biaya bahan baku langsung  

• Biaya tenaga kerja langsung  

• Biaya overhead tetap dan variabel  

Klasifikasi ini penting agar perusahaan dapat mengetahui biaya mana yang 

bisa dikendalikan (controllable) dan biaya mana yang tidak bisa 

dikendalikan, sehingga pertanggungjawaban biaya di setiap bagian menjadi 

lebih terfokus dan akurat. 

c) Analisis selisih  

Setelah anggaran disusun dan kegiatan produksi berjalan, perlu 

dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi aktual. Perbedaan 

ini disebut selisih (varians). Analisis varians membantu perusahaan untuk:  

• Mengetahui apakah terjadi pemborosan atau efisiensi  

• Menentukan penyebab selisih  

• Mengidentifikasi bagian mana yang bertanggung jawab 
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d) Pengawasan berkala (monitoring) 

Anggaran tidak hanya dibuat dan dibiarkan berjalan begitu saja, 

tetapi harus dipantau secara berkala. Pengawasan rutin memungkinkan 

perusahaan untuk:  

• Melakukan koreksi segera saat terjadi penyimpangan  

• Menyesuaikan anggaran bila ada perubahan kondisi  

• Mengambil keputusan cepat dan tepat untuk menjaga efisiensi biaya 

Penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan pengendalian biaya produksi 

sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan merancang, mengalokasikan, dan 

memonitor anggaran biaya produksi dalam kerangka akuntansi 

pertanggungjawaban. Apabila unsur-unsur tersebut berjalan secara sistematis dan 

terintegrasi, maka anggaran dapat berfungsi secara efektif sebagai alat 

pengendalian biaya produksi.  

Menurut  penelitian terdahulu  (Isabella M.O. Doda, Hendrik Manossoh, 

Djeni Maradesa, 2023), yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Di Rumah Sakit Hermana 

Lembean menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai 

alat pengendalian biaya di rumah sakit hermana lembean sudah diterapkan dengan 

baik dan sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi yang 

jelas, pengklasifikasian kode rekening, pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak 

terkendali, penyusunan anggaran, pengukuran kinerja, serta pemberian 

penghargaan dan hukuman, dan pengidentifikasian pusat pertanggungjawaban yang 

selalu menetapkan target operasional dan anggaran. 

 



68 

 

 

 

Menurut (Mulyadi, 2018) “mengemukakan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik jika didukung oleh syarat syarat 

yaitu adanya struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, sistem akuntansi 

biaya, sistem pelaporan biaya”. PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit 

Kebun Bah Birong Ulu sudah menerapkan syarat-syarat akuntansi 

pertanggungjawaban secara dengan baik. 

 

Gambar 4.2.1 Struktur Organisasi  

Dilihat dari syarat yang  pertama yaitu struktur organisasi. Berdasarkan hasil 

wawancara, perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi 

secara resmi. Pembagian tugas dan tanggung jawab pada bagian produksi 

disesuaikan dengan job description masing-masing jabatan. Selain itu, disebutkan 

bahwa asisten tata usaha bertanggung jawab atas pengendalian biaya produksi. 

Adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah 

menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban secara jelas. Setiap manajer atau 

kepala bagian memiliki kewenangan dalam mengendalikan biaya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Kondisi ini mendukung penerapan akuntansi 
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pertanggungjawaban karena memungkinkan manajemen mengetahui siapa yang 

bertanggung jawab atas penggunaan biaya produksi.  

Syarat kedua dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah 

adanya anggaran yang disusun sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan 

pengendalian biaya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, 

perusahaan menyusun anggaran biaya produksi secara periodik. Karakteristik 

penyusunan anggaran tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan 

pendekatan partisipatif (bottom-up budgeting), di mana setiap pusat biaya yang 

terlibat dalam kegiatan operasional diberikan kewenangan untuk menyusun 

anggaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Proses penyusunan anggaran 

melibatkan kepala kerja pada masing-masing bagian serta karyawan yang memiliki 

tugas dan fungsi dalam bidang penganggaran. 

Selanjutnya, anggaran yang telah disusun harus memperoleh persetujuan 

dari pihak manajemen sebelum digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 

operasional. Dalam penyusunannya, anggaran didasarkan pada data historis serta 

mempertimbangkan kebutuhan operasional yang akan datang. Selain itu, dasar 

penyusunan anggaran juga disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan 

oleh masing-masing bagian, dengan mengacu pada standar fisik yang ditetapkan 

dan dikirimkan oleh kantor Regional. Standar fisik tersebut berfungsi sebagai 

pedoman dalam menentukan besaran anggaran biaya produksi pada setiap periode. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah 

memanfaatkan anggaran sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kegiatan 

produksi. Dalam konteks akuntansi pertanggungjawaban, anggaran berperan 

sebagai tolok ukur atau standar pembanding terhadap realisasi biaya yang terjadi. 
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Oleh karena itu, apabila terdapat selisih antara anggaran dan realisasi biaya, 

manajemen dapat melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab 

terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan serta upaya perbaikan di periode berikutnya. 

Syarat ketiga yaitu penggolongan biaya, biaya harus dikelompokkan 

menjadi biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan agar evaluasi 

kinerja dapat dilakukan secara adil. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah 

mengklasifikasikan biaya produksi menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali. 

Salah satu contoh biaya terkendali yang disebutkan adalah biaya pemeliharaan 

tanaman. Manajer produksi memiliki kewenangan dalam mengendalikan biaya 

tertentu sesuai tanggung jawabnya. Sedangkan untuk biaya yang tidak dapat 

dikendalikan, perusahaan tetap meminta adanya pertanggungjawaban dan 

penjelasan apabila terjadi penggunaan biaya tersebut. Dengan adanya pemisahan 

ini, perusahaan dapat menilai kinerja berdasarkan biaya yang memang berada 

dalam kendali masing-masing bagian. 

 Syarat keempat adalah sistem akuntansi biaya Berdasarkan hasil 

wawancara, perusahaan telah memiliki sistem pencatatan biaya produksi yang 

terstruktur. Proses pencatatan dilakukan melalui aplikasi SAP, yang menunjukkan 

bahwa sistem akuntansi biaya telah menggunakan sistem komputerisasi. 

Penggunaan aplikasi tersebut memudahkan dalam pencatatan, pengelompokan, dan 

pelacakan biaya produksi secara sistematis.Selain itu, setiap jenis biaya produksi 

telah memiliki kode akun tersendiri. Adanya kode akun khusus ini menunjukkan 

bahwa biaya telah diklasifikasikan secara jelas sesuai dengan jenis dan pusat 

pertanggungjawabannya. Hal ini penting dalam akuntansi pertanggungjawaban, 
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karena memungkinkan biaya ditelusuri berdasarkan bagian yang bertanggung 

jawab. 

Pencatatan dan pelaporan biaya juga dilakukan secara berkala. Sistem yang 

digunakan mampu menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya 

produksi. Dengan demikian, manajemen dapat mengetahui jumlah biaya yang telah 

digunakan serta sisa anggaran yang masih tersedia. Berdasarkan wawancara 

tersebut, sistem akuntansi biaya di perusahaan telah mendukung penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban, karena mampu menyediakan informasi biaya yang 

akurat dan terstruktur sebagai dasar pengendalian biaya produksi. 

Syarat kelima adalah sistem pelaporan biaya. Berdasarkan hasil wawancara 

menunjukkan bahwa perusahaan secara rutin menyusun laporan realisasi biaya 

produksi. Laporan tersebut memuat perbandingan antara anggaran yang telah 

ditetapkan dengan realisasi biaya yang terjadi. Perbandingan ini memungkinkan 

manajemen untuk melihat apakah penggunaan biaya sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga melakukan analisis atas perbedaan 

antara anggaran dan realisasi (analisis varians). Apabila terdapat selisih yang 

signifikan, manajer yang bertanggung jawab diminta memberikan penjelasan 

terkait penyebab terjadinya perbedaan tersebut.  

Hal ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga digunakan sebagai alat evaluasi. Lebih lanjut, hasil 

laporan tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

manajemen dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran 

berikutnya. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban telah berfungsi sebagai 
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alat pengendalian biaya produksi, karena memberikan informasi yang digunakan 

untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah 

Birong Ulu telah diterapkan sesuai dengan unsur-unsur teoritis. Struktur organisasi, 

anggaran, penggolongan biaya, sistem akuntansi biaya, dan sistem pelaporan telah 

tersedia dan berjalan. Namun, berdasarkan data anggaran dan realisasi biaya 

produksi, masih terdapat anggaran yang tidak terserap dengan persentase tertentu. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian biaya produksi melalui 

akuntansi pertanggungjawaban telah berjalan, tetapi masih terdapat ruang untuk 

penyesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban telah digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi, 

karena perusahaan telah memiliki mekanisme perencanaan, pencatatan, pelaporan, 

dan evaluasi biaya. Akan tetapi, hasil analisis data menunjukkan perlunya 

peningkatan dalam keselarasan antara anggaran dan realisasi agar pengendalian 

biaya produksi dapat berjalan semakin efektif. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat teori (Mulyadi, 2016) 

bahwa akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai alat pengendalian 

biaya apabila didukung oleh struktur organisasi yang jelas, penyusunan anggaran, 

penggolongan biaya, sistem akuntansi biaya, dan laporan pertanggungjawaban. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, efektivitas pengendalian 

biaya produksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem tersebut, tetapi juga 

oleh tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. 
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Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori yang ada, tetapi 

juga memberikan gambaran empiris bahwa dalam sektor perkebunan, pengendalian 

biaya produksi melalui akuntansi pertanggungjawaban merupakan proses yang 

dinamis dan memerlukan evaluasi berkelanjutan agar perencanaan biaya semakin 

mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. 

Tabel 4.2.1 

Laporan Anggaran dan Realisasi yang melebihi anggaran dari tahun 

2020,2021.2022 dan 2024 

Biaya Produksi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

Persentase 

Selisih  

Penyerapan  

Pesentase 

Penyerapan  

anggaran  

Tahun 2020           

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Staf 860.726.000 1.087.743.393 -227.017.393 26,38% 126,38% 

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah  106.238.000 127.635.017 -21.397.017 20,14% 120,14% 

Biaya peme.jalan, jembatan, sal.air 141.284.000 220.912.801 -79.628.801 56,36% 156,36% 

Pajak Bumi dan Bangunan 1.162.314.000 1.209.634.895 -47.320.895 4,07% 104,07% 

Biaya Keamanan 2.414.811.000 2.417.671.600 -2.860.600 -0,12% 100,12% 

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Tanaman 852.660.000 854.844.790 -2.184.790 -0,26% 100,26% 

Biaya Pemeliharaan TM 4.427.946.000 5.051.435.711 -623.489.711 -14,08% 114,08% 

Pengangkutan ke Pabrik 5.548.080.000 5.614.459.924 -66.379.924 -1,20% 101,20% 

Penyusutan A/B Harga Pokok  8.027.464.000 9.004.580.755 -977.116.755 -12,17% 112,17% 

Tahun 2021           

Gaji, Tunj., Biaya Sosial Peg.Staf 1.098.397.000 1.146.282.107 -47.885.107 -4,36% 104,36% 

Pajak Bumi dan Bangunan 1.126.278.000 1.190.235.626 -63.957.626 -5,71% 105,71% 

Biaya Penerangan 158.301.000 158.879.253 -578.253 -0,36% 100,36% 

Pengangkutan ke Pabrik 5.576.801.000 5.793.117.510 -216.316.510 -3,78% 103,78% 

Biaya Pengelolaan dari/untuk Kebun 

Seinduk 4.721.035.000 5.176.486.994 -455.451.994 
-0,99% 100,99% 

Penyusutan A/B Harga Pokok  9.204.916.000 9.262.607.194 -57.691.194 -0,63% 100,63% 

Tahun 2022           

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah  193.779.000 264.087.096 -70.308.096 -34,02% 134,02% 

Biaya peme.jalan, jembatan, sal.air 349.330.000 1.890.895.671 -1.541.565.671 -441,46% 541,46% 

Biaya Pemeliharaan TM 6.388.520.000 8.079.360.781 -1.690.840.781 -26,47% 73,36% 

Tahun 2024           

Asuransi 12.924.000 25.419.768 -12.495.768 -100,00% 200,00% 

Biaya Keamanan 2.910.314.000 3.406.947.163 -496.633.163 -16,07% 116,07% 
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Berdasarkan tabel perbandingan anggaran dan realisasi biaya produksi pada 

tahun 2020–2022, terlihat bahwa beberapa pos biaya menunjukkan selisih bernilai 

negatif. Selisih negatif tersebut terjadi karena jumlah realisasi biaya lebih besar 

dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan operasional produksi 

melebihi rencana yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kebutuhan operasional di lapangan, 

perubahan harga bahan atau jasa, perbaikan fasilitas yang tidak direncanakan, serta 

kondisi produksi yang menuntut penggunaan sumber daya lebih besar dari yang 

diperkirakan dalam anggaran. 

Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, selisih antara anggaran dan 

realisasi biaya disebut sebagai varians (variance). Varians ini digunakan sebagai 

alat pengendalian manajemen untuk menilai kinerja pusat pertanggungjawaban. 

Menurut (Mulyadi, 2018), akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem 

akuntansi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya serta 

pendapatan berdasarkan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan menilai kinerja 

manajer yang bertanggung jawab terhadap suatu unit organisasi. Dengan adanya 

perbandingan antara anggaran dan realisasi, manajemen dapat mengetahui apakah 

penggunaan biaya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Selisih yang bernilai negatif dalam akuntansi pertanggungjawaban dikenal 

sebagai unfavorable variance, yaitu kondisi dimana biaya aktual lebih besar 

dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Menurut (Mulyadi, 2016), kondisi 

ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya belum berjalan secara optimal, karena 

terjadi pembengkakan biaya pada kegiatan operasional. Namun demikian, 
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keberadaan selisih tersebut justru menunjukkan bahwa sistem akuntansi 

pertanggungjawaban telah diterapkan, karena perusahaan telah melakukan proses 

perencanaan melalui penyusunan anggaran serta melakukan evaluasi kinerja 

dengan membandingkan realisasi biaya terhadap anggaran yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, selisih minus yang terdapat pada beberapa pos biaya 

tidak selalu menunjukkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban tidak 

berjalan, tetapi menjadi indikator bagi manajemen untuk melakukan evaluasi dan 

pengendalian biaya. Informasi mengenai selisih tersebut dapat digunakan oleh 

manajer pusat biaya untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pembengkakan 

biaya serta mengambil tindakan perbaikan agar pada periode berikutnya 

penggunaan biaya dapat lebih efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah 

direncanakan. 

Anggaran biaya produksi yang tidak terserap dalam penelitian ini tidak 

serta-merta menunjukkan kelemahan sistem. Menurut (Mulyadi, 2016), anggaran 

merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan berfungsi sebagai 

alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Dalam fungsi pengendalian, 

anggaran digunakan sebagai standar pembanding terhadap realisasi. Apabila terjadi 

perbedaan antara anggaran dan realisasi, maka selisih tersebut harus dianalisis 

untuk mengetahui penyebabnya. Dalam kerangka akuntansi pertanggungjawaban, 

kondisi tersebut perlu dianalisis secara objektif berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. 

Perbedaan antara anggaran dan realisasi dapat terjadi karena adanya penyesuaian 

kegiatan operasional, kebijakan efisiensi, maupun perubahan kondisi di lapangan. 
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Pada sektor perkebunan, kegiatan produksi sangat dipengaruhi oleh faktor 

operasional seperti kondisi tanaman, cuaca, serta kebutuhan teknis lainnya. Apabila 

dalam pelaksanaannya terjadi perubahan dari rencana awal, maka sebagian 

anggaran yang telah disusun tidak seluruhnya digunakan. 

Selain itu, anggaran yang tidak terserap juga dapat mencerminkan adanya 

penghematan atau efisiensi dalam penggunaan biaya produksi. Apabila kegiatan 

produksi tetap berjalan dan target operasional tercapai dengan biaya yang lebih 

rendah dari yang direncanakan, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi 

pengawasan dan pengendalian biaya berjalan dengan baik. anggaran yang tidak 

terserap juga perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa perbedaan 

tersebut bukan disebabkan oleh kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana. Oleh 

karena itu, dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, laporan realisasi biaya 

dibandingkan dengan anggaran sebagai bentuk evaluasi berkala.  

Dengan demikian, anggaran biaya produksi yang tidak terserap pada PT. 

Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu dapat dipahami 

sebagai bagian dari proses pengendalian biaya produksi. Yang menjadi fokus utama 

bukan hanya besar kecilnya anggaran yang tidak digunakan, tetapi bagaimana 

perusahaan memanfaatkan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi dalam 

meningkatkan ketepatan penyusunan anggaran dan efektivitas pengendalian biaya 

pada periode berikutnya. 



77 

 

 

 

4.2.2 Peran akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan 

Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu  sebagai alat 

pengendali biaya produksi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, akuntansi 

pertanggungjawaban yang diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 

II Unit Kebun Bah Birong Ulu dapat dikatakan telah berperan sebagai alat 

pengendalian biaya produksi. Hal ini dapat dianalisis melalui pemenuhan unsur-

unsur akuntansi pertanggungjawaban serta keterkaitannya dengan mekanisme 

pengendalian biaya produksi di perusahaan. Secara teoritis, menurut (Mulyadi, 

2016), akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun 

berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan 

untuk mengendalikan biaya melalui penetapan anggaran sebagai standar, 

pencatatan realisasi biaya, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Suatu 

sistem dikatakan berfungsi sebagai alat pengendalian apabila terdapat proses 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 

Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah memiliki struktur 

organisasi yang jelas dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab pada setiap 

bagian produksi. Setiap bagian memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan 

biaya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pusat-pusat biaya telah ditetapkan secara jelas, sehingga tanggung jawab 

pengelolaan biaya dapat ditelusuri. Dalam aspek perencanaan, perusahaan 

menyusun anggaran biaya produksi dalam bentuk RKAP yang menjadi pedoman 

pelaksanaan kegiatan produksi. Anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan 

operasional dan menjadi standar dalam pengendalian biaya. Fungsi anggaran 



78 

 

 

 

sebagai alat pengendalian terlihat dari adanya perbandingan antara anggaran dan 

realisasi biaya produksi. 

Berdasarkan data penelitian, masih terdapat anggaran biaya produksi yang 

tidak terserap. Namun, dalam perspektif pengendalian manajemen, kondisi ini tidak 

langsung menunjukkan ketidakterlaksanaan fungsi pengendalian. Menurut (Hansen 

& Mowen, 2018), pengendalian biaya tidak hanya dilihat dari tercapainya 

kesesuaian antara anggaran dan realisasi, tetapi juga dari adanya proses analisis 

terhadap perbedaan yang terjadi. Dalam hal ini, perusahaan telah melakukan 

pencatatan dan pelaporan realisasi biaya, sehingga informasi mengenai perbedaan 

tersebut dapat diketahui dan dievaluasi. 

Selain itu, perusahaan telah melakukan penggolongan biaya menjadi biaya 

terkendali dan tidak terkendali. Penggolongan ini penting dalam akuntansi 

pertanggungjawaban karena memungkinkan manajer pusat biaya hanya 

bertanggung jawab atas biaya yang berada dalam kendalinya. Dengan adanya 

pemisahan tersebut, maka mekanisme pengendalian menjadi lebih efektif karena 

tanggung jawab biaya menjadi lebih jelas. Sistem akuntansi biaya yang diterapkan 

juga telah mendukung proses pengendalian, karena biaya produksi dicatat dan 

diklasifikasikan secara sistematis. Informasi tersebut kemudian disajikan dalam 

laporan realisasi biaya yang dibandingkan dengan anggaran sebagai bentuk 

pertanggungjawaban.  

Dengan demikian, berdasarkan pemenuhan struktur organisasi, penyusunan 

anggaran, penggolongan biaya, sistem akuntansi biaya, serta penyusunan laporan 

pertanggungjawaban, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban di 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu telah 
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berperan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Meskipun masih terdapat 

anggaran yang tidak terserap, mekanisme perbandingan antara anggaran dan 

realisasi menunjukkan bahwa fungsi pengendalian tetap berjalan dan menjadi 

bagian dari proses evaluasi untuk perbaikan perencanaan biaya di masa yang akan 

datang. 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit 

Kebun Bah Birong Ulu telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

dikemukakan dalam teori, khususnya dalam hal pembentukan pusat 

pertanggungjawaban, penyusunan anggaran sebagai standar biaya, penggolongan 

biaya, pencatatan biaya secara sistematis, serta penyusunan laporan realisasi 

sebagai bentuk pertanggungjawaban. Keberadaan anggaran biaya produksi yang 

tidak terserap bukan semata-mata menunjukkan kelemahan dalam sistem, 

melainkan menjadi informasi penting dalam proses pengendalian manajemen. 

Melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi, manajemen memperoleh dasar 

untuk melakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan biaya produksi pada periode 

berikutnya. Akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai sistem 

pencatatan biaya, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang mendukung 

efektivitas pengelolaan biaya produksi di perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka 

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan Nusantara 

IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu telah berjalan dengan mengacu 

pada prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam teori, yaitu adanya struktur 

organisasi yang menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab 

yang jelas, penyusunan anggaran biaya produksi sebagai dasar perencanaan, 

penggolongan biaya ke dalam biaya terkendali dan tidak terkendali, sistem 

akuntansi biaya yang mendukung proses pencatatan dan pengelompokan 

biaya produksi, serta penyusunan laporan realisasi biaya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban masing-masing bagian. Unsur-unsur tersebut 

menunjukkan bahwa secara sistem, perusahaan telah menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban dalam kegiatan operasionalnya. 

2. Akuntansi pertanggungjawaban telah berperan sebagai alat pengendalian 

biaya produksi melalui penggunaan anggaran sebagai standar biaya dan 

dasar pengawasan terhadap realisasi. Perbandingan antara anggaran dan 

realisasi biaya produksi memberikan informasi mengenai tingkat 

penggunaan biaya dalam setiap periode. Meskipun masih terdapat anggaran 

biaya produksi yang tidak terserap, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dalam proses perencanaan dan pengendalian biaya produksi 
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selanjutnya. Dengan demikian, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang 

diterapkan telah mendukung fungsi pengendalian biaya produksi dalam 

perusahaan. 

5.2 Saran  

  Berdasarkan kesimpulan, penulis dapat memberikan beberapa saran adalah  

sebagai berikut :   

1. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan 

anggaran biaya produksi dengan mempertimbangkan kondisi operasional 

yang aktual serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap anggaran 

yang tidak terserap. Hal ini bertujuan agar anggaran dapat berfungsi secara 

lebih efektif sebagai alat pengendalian biaya produksi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya produksi yang tidak 

terserap, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam 

mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 

pengendalian biaya.
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